
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DALAM 

MENSEJAHTERAKAN NELAYAN MENURUT EKONOMI SYARIAH  

DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 
 
 
 
 
 

 

TESIS 
 

 

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  

Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi ( M.E ) 

 Pada Program Studi Ekonomi Syariah 
 
 
 

 

 
 

 

UIN SUSKA RIAU 
 
 
 
 
 
 

JUFENDRI 

NIM: 22190314571 
 
 
 
 

 
PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM RIAU 

1444/2023 

 

 

 

 











 



ABSTRAK 

 

  Jufendri (2023) : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan 

Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut 

Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

Bagi hasil adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam 

menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Di Kabupaten Kepulauan 

Meranti terdapat suatu hubungan kerjasama yang dilakukan secara turun 

temurun dengan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan tanpa adanya hitam di 

atas putih. Terjadinya kerja sama bagi hasil salah satu penyebabnya adalah 

terbatasnya modal bagi nelayan untuk melaut, kemudian bagi pemilik kapal 

tidak adanya kemampuan, skil, waktu, dalam melaksanakan usahanya 

dikarnakan mempunyai profesi lain seperti PNS, perkebunan, kondisi fisik 

yang sudah tua. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil 

penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi syariah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif 

Analisis. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 43 orang yang terdiri 10 

orang Pemilik Kapal dan 30 orang sebagai Nelayan, 1 Pakar Ekonomi Syariah, 

1 Kepala Desa dan 1 Tokoh Agama. Pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: Pertama, Sistem Bagi hasil yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Meranti terdapat 3 jenis pembagian yaitu sistem gaji harian, sistem 

yang kedua 50%:50% dan sistem yang ketiga 60%:40%. kesejahteraan nelayan 

tingkat I terdapat pada pemilik kapal yang berjumlah 10 orang, kemudian 

kesejahteraan ditingkat II sebanyak 9 orang nelayan, dan kesejahteraan 

ditingkat III sebanyak 21 orang nelayan. Kedua, akad yang digunakan dalam 

kerjasama ini adalah Mudharabah Muqayyadah, akad Syirkah amwal inan, 

Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan 

nelayan sudah sesuai menurut Ekonomi Syariah. 

 

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penangkapan Ikan, Mensejahterakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari 

sebuah keluarga meningkat karena kesejahteraan masyarakat merupakan 

hakikat dari sebuah pembangunan. 
1
 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan 

yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga   

pada   akhirnya   keluarga   tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang 

lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. 
2
 

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik hidup yang beda karena pola 

kehidupannya yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang tidak pernah 

dihadapi oleh masyarakat lain dimana mempunyai resiko yang besar, terutama 

resiko yang berasal dari faktor alam untuk itu perlu startegi khusus untuk 

bekerjanya.
3
 Selain factor alam fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan yang 

sangat minim yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan 

ikan. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan nelayan menjadi kurang 

                                                           
1Putri, Hesty Ristiani dan Sardjito, Arahan Pengembangan Kawasan Prigi Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Sidoarjo Melalui Konsep Minapolitan, Jurnal Teknik ITS Vol. 5, No.2, 

(2016) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)   
2Prabawa, S. (1998). Sumber daya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga 

Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. 

Tesis (tidak diterbitkan). Fakultas pertanian, Institut Pertanian Bogor. 
3Rambe Armaini, Alokasi   Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus 

di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 13 
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sejahtera,
4
 oleh karena itu kondisi dari kesejahteraan nelayan tergantung dari 

kondisi pesisir tersebut.
5
 

Pada dasarnya mayoritas umat Islam Indonesia mempunyai potensi besar 

yang dapat digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat terutama fakir miskin. Salah satu potensi yang dapat digali dan 

dikembangkan adalah berupa potensi ekonomi dalam bentuk kerja sama yang 

berdasarkan syariat Islam yang kemudian dikelola baik secara individu 

maupun secara lembaga.
6 

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. 

Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari   

rizki. Dalam arti sempit kerja adalah   pemanfaatan   atas kepemilikan sumber 

daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya alam misalnya, 

didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan 

kompensasi atas pemanfaatan tersebut. 

Tujuan Ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah 

SWT dalam QS. Qashash ayat 77: 

َءَاتىَٰكَََتۡتغََِٱََٔ آ ًَ ََلۡۡٓخِشَجََ ٱَنذَاسََٱَلَلَُّٱفِٛ ٍَ َيِ لَََتَُسَََصَِٛثكََ ٛاََ ٱَٔ َۡ ََنذُّ ٍَ َأحَۡسَ آ ًَ أحَۡسٍَِكَ َٔ
لَََتثَۡغََِلَلَُّٱ َٔ َ كَ  ۡٛ ََلۡۡسَۡضَِ ٱفََِٙنۡفسََادََٱئنَِ ٌَ ََلَلََّٱئِ ٍََٱلَََٚحُِةُّ فۡسِذِٚ ًُ ٧٧َََنۡ

 
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari 

                                                           
4Kusnadi, Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu: Strategi Mengatsasi Kemiskinan 

Nelayan, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), hlm. 25 
5Limi, Muhammad Aswar Limi, La Sara, Taane La Ola, Lukman Yunu, Environmental 

Changes and Fisherman Welfare in Coastal Area of Kendari Bay, Agriculture, Forestry and 

Fisheries 2017; 6(1): 20-25 
6Abdullah Zaky al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2002), cet. ke-1, hlm. 6 
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(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”. (QS. Qashash (28) ayat: 77).
7
 

 

Ayat ini menunjukan bahwa, Allah memperingatkan didunia hanya 

sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana 

manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila 

ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.
8
 

Sistem bagi hasil (Profil and Loss Sharing) adalah suatu kesepakatan antara 

pemilik modal dengan pekerja atau pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, 

yang apabila kegiatan usaha menghasilkan, maka keuntungan dibagi dua dan 

apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama.
9
 

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di wilayah pesisir, dengan kondisi tempat yang berada di wilayah 

pesisir membuat kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat   

Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang penangkapan ikan. Pada 

pelaksanaanya, bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti 

mengunakan cara yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang 

terdahulu, hubungan kerja yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti 

mengikuti kebiasaan setempat dan dilakukan didasarkan pada asas tolong 

menolong (ta‟awun) dimana nelayan hanya membantu pemilik   kapal   untuk   

mengerjakan   usahanya   untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang bisa 

menghasilkan keuntungan. Namun jika asas tolong menolong ini tidak 

                                                           
7
QS. Qashahs (28): 77  

8Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 
cet. ke-3, hlm. 26. 

9Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 26  
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dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dapat menimbulkan suatu masalah, 

yaitu terjadinya konflik, kecurangan dan eksploitasi tenaga kerja. 

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa pemilik kapal dan nelayan 

di Kabupaten Kepulauan Meranti dimana perundingan  dan  perjanjian  kerja  

sama  antara  pemilik  kapal  dan  nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya 

perjanjian tertulis, artinya tidak ada hitam diatas  putih.
10

 Dalam  perjanjian  

tersebut,  apabila  nelayan  ingin  ikut  melaut dengan pemilik kapal yang lain, 

hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang 

mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama adanya kerjasama 

sebelumnya.  Adapun dalam kerja sama ini modal awal yang digunakan untuk 

melaut atau yang bisa disebut pembekalan secara garis besar kapal, minyak 

kapal, lampu jaring, oli, gas elpiji, kopi, teh, susu, air, es batu, bumbu 

masakan di laut dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama nelayan melaut 

itu semua biaya dari pemilik kapal, kecuali biaya untuk pembelian rokok. 

Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan 

Meranti tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, dengan demikian ada 

beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, Nelayan tidak 

berkerja atau mencari pemilik kapal lain itu besar sekali kemungkinannya, 

sehingga konsekuensi yang dilakukan pun ditangung oleh masing-masing 

pihak. 

Dalam pembagian pelaksanaan sistem bagi hasil penangakapan ikan yang 

terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, apabila hasil yang diperoleh nelayan 

                                                           
10Wawancara Bapak Bunoi pemilik kapal 12 juli 2022 jam 09.00 WIB   
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banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi 

hasil usahanya, artinya ada barang atau hasil yang akan dibagikan kepada 

nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya 

tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka 

bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Kemudian 

nelayan juga sangat bergantung kepada keadaan faktor alam, jika cuaca alam 

kurang baik dalam artinya jika musim angin badai, maka nelayan memilih 

untuk tidak berkeja dan pemilik kapal pun tidak dapat memaksakan para 

nelayan untuk tetap berkerja, kemudian dikhawatirkan terjadi ketidak jujuran 

antara pemilik kapal dan nelayan sehingga timbulnya masalah tidak bisa 

diselesaikan secara hukum. 

Dalam  pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan di Kabupaten 

Kepulauan  Meranti,  ada  beberapa jenis  pembagian hasil  yang dilakukan  

oleh pemilik kapal dan nelayan, pembagian hasil jenis yang pertama yaitu 

nelayan yang melakukan kerja sama dengan pemilik kapal yang sekaligus 

menjadi toke menjual hasil hasil tangkapanya kepada tempat penampungan 

ikan yang siap di jual ke masyarakat, Setelah hasil tangkapanya dijual uang 

yang didapatkan dipotong terlebih dahulu dengan biaya-biaya operasional 

pengeluaran pada saat melaut.  Setelah dipotong biaya operasional barulah 

hasil yang didapatkan oleh nelayan di bagi atau di hitung perhari dengan satu 

hari di bayar berkisar 100.000-140.000-150.000. 
11

 Kemudian pembagian yang 

kedua   dibagi menjadi 2 bagian dengan persentase adalah 60% untuk pemilik 

                                                           
11Wawancara Bapak Idrus selaku pemilik kapal 18 Juli 2022  
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kapal dan 40% untuk nelayan, ketiga adalah yaitu pemilik kapal 50% dan 

nelayan 50%.
12

 

Berdasarkan hasil wawancara awal data tangkap yang diperoleh nelayan 

menggunakan Gumbang per 10 hari kerja mendapatkan hasil 50 kg-100 kg. 

banyaknya hasil tangkapan tersebut tegantung kondisi cuaca.
13

Kemudian 

modal awal yang harus dikeluarkan dalam melakukan kerja sama berjumlah 

kisaran Rp. 80.000.000-Rp. 100.000.000 didalamnya terdapat biaya pembelian 

alat tangkap ikan (gumbang), kapal, minyak kapal. 

Ada beberapa alasan dipilihnya judul penelitian ini ialah: Pertama, sistem 

bagi hasil pada dasarnya merupakan alternative dari sistem bunga bank, namun 

dalam pelaksanaan dilapangan seringkali prinsip bagi hasil ini tidak sejalan 

dengan prinsip musyawarah dan keadilan sehingga ada pihak yang 

diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Diberbagai tempat, sistem bagi 

hasil berbeda-beda penerapannya. Hal ini menarik untuk diteliti. Kedua, 

penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup yang besar yaitu di Kabupaten 

Kepulauan Meranti yang mana Kabupaten tersebut merupakan salah satu 

perairan Nelayan yang cukup besar. Ketiga, kerja sama tersebut terjalin sudah 

turun temurun dilakukan, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang 

jelas dan bersifat mengikat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tergambarlah sebuah masalah 

Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini dalam sebuah karya 

                                                           
12Wawancara Bapak Rusli selaku nelayan 15 Juli 2022  
13Wawancara Bapak Acuan selaku pemilik kapal 5 Maret 2023 
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ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan 

Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah di 

Kabupaten Kepulauan Meranti”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian 

Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) 

dan pengelola (mudharib).
14

 

2. Penangkapan Ikan 

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya.
15 

Penangkapan Ikan adalah aktivitas rumah tangga memperoleh ikan. Di 

laut, sungai, atau perairan umum lainnya untuk dijual atau menambah 

pendapatan. 

3. Mensejahterakan Nelayan 

Mensejahterakan nelayan merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk menciptakan kesejahteraan nelayan, upaya-upaya yang dapat 

                                                           
14Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 90. 
15Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 

Tentang Perikanan, hlm. 2  
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meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah memakmurkan, 

menyelamatkan, dan mengamankan.
16

 

4. Ekonomi Syariah 

Ekonomi syariah adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaannya 

berlandaskan syariat islam dengan berpedoman kepada Al-quran dan 

hadits, dalam sistem ekonomi islam mengatur berbagai kegiatan 

perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, kerja sama 

dalam perkebunan, perikanan, dan lainya, pada pelaksanaan kegiatan 

ekonomi Islam semua harus sesuai dengan syariat islam dengan 

menghindari semua yang sifatnya Maisyir, Gharar, Haram, Dzalim, 

Ikhtikar dan Riba.
17

 

C. Pemasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Belum mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan perjanjian kerja 

sama. 

b. Tidak   adanya   penyelesaian   hukum   ketika   terjadi   kecurangan   

dalam pembagian hasil. 

c. Tidak adanya Jaminan keselamatan bagi nelayan.  

d. Tidak mempunyai keterikatan waktu kerja. 

e. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia.  

                                                           
16Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 270 
17Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2009), hlm. 21  
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f. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan ikan. 

g. Kurangnya pengetahuan terhadap konsep bagi hasil sesuai undang-

undang. 

h. Kurangnya pengetahuan terhadap konsep bagi hasil menurut Ekonomi 

Syariah. 

2. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian: 

a. Mengingat terbatasnya Sebagian besar nelayan yang melakukan 

Kerjasama di 3 kecamatan tersebut dan kemampuan jarak tempuh, 

waktu dan dana maka dalam penelitiann ini berfokus pada 3 kecamatan 

dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

b. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan pelaksanaan sistem bagi hasil 

penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi 

Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   masalah   dalam   penelitian   ini, 

maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana   pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   yang dilakukan oleh 

pemilik kapal dengan nelayan di Kabupaten Kepulauan   Meranti? 

b. Apakah   pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   penangkapan   ikan   dalam 

mensejahterakan nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   yang dilakukan 

oleh pemilik kapal dengan nelayan di kabupaten kepulauan meranti. 

b. Untuk mengetahui apakah   pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   

penangkapan   ikan   dalam mensejahterakan nelayan sesuai menurut 

Ekonomi Syariah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu 

antara lain: 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

dunia pendidikan khususnya Prodi Ekonomi Syariah, dan diharapkan 

dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan 

didalam memahami tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan 

ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi Syariah di 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang terkait dalam penelitian ini: 
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1) Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapan memberikan manfaat 

berupa pengalaman, memperbanyak khazanah ilmu dan pengetahuan 

kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti secara terori 

maupun praktik yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil 

penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut ekonomi 

Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Bagi masyarakat 

Sebagai masukan bagi masyarakat khusunya pemilik kapal dan 

para nelayan diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem 

bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut 

Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi Ekonomi 

Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi 

referensi dan bahan penelitian selanjutnya yang belum tercover oleh 

peneliti di dalam memahami tentang pelaksanaan sistem bagi hasil 

penangkapan ikan dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi 

Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematikaa penulisan karya ilmiah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, pendahuluan   yang   meliputi   latar   belakang   masalah, 

penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitiaan, dan sistematika penulisan. Bab ini 

merupakan pengantar bagi gambaran pertama dari penelitian yang akan dikaji 

nantinya. 

Bab kedua, mengenai landasan teori yang mempunyai sub-sub bahasan 

yaitu pembahasan tentang sistem bagi hasil, kesejahteraan, kerangka berpikir, 

dan penelitian yang relavan.  Bab ini murupakan landasan yang dugunakan 

dalam penelitian. 

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang didalamnya 

terdiri dari jenis dan desain penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan 

lokasi penelitian, i n f o r m a n , jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini membahas tentang metode yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari penilitian 

tersebut. Penelitian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan 

dalam mensejahterakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten 

Kepulauan Meranti.  
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Bab kelima, yaitu penutup. Bab penutup ini peneliti akan mengemukakan 

kesimpulan penelitian dari keseluruhan rangkaian bahasan tesis ini, saran-

saran untuk kedepannya dan yang terakhir kata penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Sistem Bagi Hasil 

1. Pengertian Sistem Bagi Hasil  

Bagi hasil secara bahasa berarti persekutuan atau percampuran. Secara 

terminologi yang dimaksud bagi hasil adalah akad persekutuan antara dua 

orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. 

Melalui bagi hasil, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling 

memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian 

keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah (%) bagi 

hasil.
18

 

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di 

tentukan susuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (an-

tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaaan.
19

 Bagi hasil 

sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi 

konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan 

sebagai berikut:
20

 

a. Pemilik modal 

Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan 

yang bertindak sebagai pengelola modal. 

                                                           
18Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, hlm. 95. 
19Rizka Rizqiana, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dan Neposito Syariah 

Mudharabah Yang Pada Bank Syariah Mandiri, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 56. 
20Ibid., hlm. 15. 
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b. Pengelola  

Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang 

dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpun dana) selanjutnya 

pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek 

atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek 

syariah, Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang 

lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya 

kesepakatan tersebut. 

Untuk melakukan bagi hasil, tidak diharuskan adanya kesamaan 

modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dan yang 

lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal 

tanggung jawab ketika mengelola usahanya. Kemudian dari hasil usaha 

keuntungan dibagikan berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan 

masing-masing pihak ketika memulai akad. Sementara untuk 

menentukan kerugian berbeda dengan cara menentukan pembagian 

keuntungan. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan jumlah modal 

yang diberikan. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih 

(keuntungan/ laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan 

berdua, sedangkan kerugian didasar pada harta keduanya).
21

 

2. Dasar Hukum Bagi Hasil 

Hukum Islam membolehkan seseorang muslim berdagang atau usaha 

perseorangan, membolehkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam 

                                                           
21Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Pres, 2017), cet. ke-11, hlm.136. 
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bentuk kerjasama bagi hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Namun islam memberikan aturan usaha yang dilakukan baik perorangan 

maupun kelompok, yaitu halal dan mengandung kebaikan.
22

 

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah 

berdasarkan al-Qur’an, hadist dan Ijma’. Sebagaimana yang difirmankan 

Allah SWT dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29: 

اَ ٓأَُّٚٓ ٍََٱََٰٚ َتََِنزَِٚ ُكَُى ۡٛ َتَ نكَُى َٰٕ َأيَۡ اْ ٕٓ َتأَۡكُهُ َلََ طِمَِٲءَايَُُٕاْ َعٍََتشََاضََٖنۡثَٰ شَجً َتجَِٰ ٌَ َتكَُٕ َأٌَ ئلََِٓ

َ ٌَ َئِ اَْأََفسَُكُىۡۚۡ ٕٓ لَََتقَۡتهُُ َٔ َ ُكُىۡۚۡ اََلَلََّٱيِّ ًٗ َتكُِىَۡسَحِٛ ٌَ ٩٩ََكَا
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa‟ (4) ayat: 29).23 

 

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana Sabda 

Rasulullah yang berbunyi:  

 

سَهىَََقاَلََ َٔ َ ِّ آنِ َٔ َ ِّ ْٛ َصَهََٗاللهَُعَهَ َٙ َانُثَِ ٌَ َانْثشََكَحَُ :أَ ٍَ ِٓ ْٛ ْٛعَُئنََِٗأجََمٍ،َ :ثلَاثٌََفِ انَْثَ

ْٛعَِ ْٛتَِلَََنِهَْثَ ْٛشَِنِهْثَ َتاِنشَعِ خَهْػَُانْثشُِّ َٔ قاَسَظَحُ،َ ًُ انْ َٔ  سٔاَِاتٍَياجَّعٍَصٓٙ.

 
Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya 

terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) 

dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, 

bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah). 

 

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan 

mudharabah ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan 

karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syariah dan segi lainnya.24 Cara 

membagi keuntungan dalam bagi hasil yaitu dalam pembagian keuntungan 

                                                           
22Ibid., hlm. 135. 
23Departemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahan, Cet Ke 12 (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2007), 4 Ayat 29 
24Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 136 
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harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi 

untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan 

keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.25 

Resiko kerugian dalam bagi hasil, menurut ulama fiqh apabila di dalam 

transaksi tersebut mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian 

pemilik modal itu sendiri. Sedangkan pengelola tidak menanggung atau 

tidak harus mengganti kerugian dengan catatan pengelola sudah 

menjalankan usahanya sesuai perjanjian yang telah disepakati, tidak 

menyalahgunakan modal yang telah diberikan.26 

3. Jenis- Jenis Akad Bagi Hasil 

Bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum 

dapat dilaksanakan dengan empat akad, yaitu Musyarakah, Muzara‟ah, 

Musaqah dan Mudharabah.  

a. Musyarakah  

1) Pengertian Musyarakah 

Musyarakah secara etimologis adalah bercampurnya salah satu dari 

dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat di bedakan antara 

keduanya. Secara terminologis, syirkah adalah kerjasama antara dua 

orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan 

dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

                                                           
25Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), cet. ke-2, hlm. 

231 
26Hendi Suhendi, op. cit., h. 127. 
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nisbah.
27

 

2) Dasar Hukum Musyarakah 

Ayat Al-Qur’an yang bias dijadikan rujukan dasar akad 

musyarakah adalah Q.S Ash- Shad: 24 

ََِّقاَلََ ََعَِاجِ ٰٗ َئنَِ ََعَۡجَتكَِ َتسُِإَالِ كَ ًَ َظهََ ََ ۦَنقَذَۡ ٍَ َيِّ َكَثِٛشٗا ٌَ ئِ نَٛثَۡغََِٙنۡخُهطََاءَِٓٱَٔ

َ َتعَۡطٍَئلََِ ٰٗ َعَهَ ٍََٱتعَۡعُٓىُۡ ََنزَِٚ هُٕاْ ًِ عَ َٔ َ تَِٱءَايَُُٕاْ هحَِٰ ََنصَٰ ٍَ ظَ َٔ َ قهَِٛمَٞيَاَْىُۡۗۡ َٔ
َُٔ َُّفَََدَُۥدَا اَفتَََُٰ ًَ أََاَبَ۩ََۥسَتَََُّسۡتغَۡفشَََٲأَََ َٔ َ َسَاكِعٗاَّۤ

خَشََّۤ َٔ٩٢َ 

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
28

 

 

3) Rukun Musyarakah 

Rukun Musyarakah yang harus dipenuhi saat melakukan kerja 

sama adalah:
29

 

a) Ijab-Qabul (Sighat) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang melakukan kerja sama. 

b) Dua pihak yang berakad (Aqid) dan memiliki kecakapan melakukan 

pengelolaan harta. 

c) Objek akad yang disebud juga ma‟qud yang mencakup modal atau          

                                                           
27Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 

h., 218. 
28Departemen Agama RI, Alqur‟an Dan Terjemahannya, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2007), hlm. 453. 
29Naf’an, pembiayaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 98. 



19  
 
 
 
 

 

perkerjaan. 

d) Nisbah bagi hasil. 

4) Syarat Musyarakah 

Syarat Musyarakah yang harus di penuhi saat melakukan kerja sama 

adalah:
30

 

a) Syarat Akad 

Musyarakah merupakan hubungan yang dibuat oleh para mitra 

melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat 

syarat akad yaitu:31 

1) Syarat berlaku akad (In‟iqod) 

2) Syarat sah akad (Shihah) 

3) Syarat terealisasinya akad (Nafadz). 

4) Syarat Lazim juga harus di penuhi misalnya, para mitra harus 

memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus 

dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, 

penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya. 

b) Pembagian Proporsi Hasil Keuntungan 

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dilakukan hal-

hal seperti:
32

 

1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha 

                                                           
30Syafii Jafri, Muamalah, (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 35. 
31Ibid., hlm. 35-36. 
32Ascarya, Akad, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 54. 
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harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum 

disepakati maka akad yang dilakukan tidak sah. 

2) Nisbah keuntungan untuk masing masing mitra usaha harus di 

sepakati di awal sesuai dengan keuntungan nyata yang didapatkan 

dari usaha yang dijalankan. 

3) Pembagian Hasil Kerugian. 

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa setiap mitra 

menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Maka 

dari itu jika seorang mitra memberikan 50% modal maka dia 

harus menanggung 50% kerugian tidak lebih tidak juga kurang. 

Apabila tidak di jalankan demikian maka akad yang dilakukan 

batal atau tidak sah.33   

4) Jenis-Jenis Musyarakah 

Musyarakah ada dua jenis   yaitu:
31 

musyarakah   

kepemilikan   dan musyarakah akad (kontrak). 

a) Musyarakah kepemilikan 

Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang 

membuat kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 

Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih 

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari 

keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. 

b) Musyarakah akad 

                                                           
33Ibid, hlm. 54-56. 
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Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau 

lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
32 

Jenis-jenis syirkah sebagaimana diterangkan oleh Sayyid 

Sabiq dalam kitab Fiqh Al Sunnah:
33 

1) Syirkah Amlak 

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena 

akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu (ikhtiari) atau terjadi 

secara alami/otomatis (ijbari).  Oleh karena itu, syirkah amlak 

dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu: 

a) Syirkah amlak ikhtiari contoh hal akad hibah, wasiat, dan 

pembelian. Maka, dalam syirkah amlak ikhtiari tidak 

terkandung akad wakalah dan akad wilayah (penguasaan) 

dari salah satu syarik kepada syarik lainnya. 

b) Syirkah amlak ijbari yaitu syirkah antara dua syarik atau 

lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis 

seperti kematian. Syirkah amlak ini disebut ijbari 

(paksa/mutlak) karena tidak ada upaya dari para syarik 

untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi 

sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya kematian 

seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. 

2) Syirkah Uqud 
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Syirkah Uqud adalah dua pihak atau lebih yang 

bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan 

kegiatan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi antara para pihak 

baik berupa laba maupun rugi. Keuntungan yang diperoleh 

dibagi sesuai Nisbah yang disepakati diawal akad, seperti 

disepakati keuntungan dibagi 40:60, artinya untuk satu pihak 

40% dan pihak lainya 60%. Sedang Kerugian dibagi sesuai 

kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut, jika 

berkonribusi dalam bentuk dana maka kerugiannya dalam 

bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk Reputasi, maka 

reputasinya yang dirugikan. 

Dalam kitab Fiqih syirkah uqud diklasifikasikan menjadi 

empat macam, syirkah amwal inan, syirkah amwal 

mufawadhah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Bahkan 

Ulama Hanafiah membagi syirkah uqud menjadi enam macam 

yaitu: 

a) Syirkah amwal mufawadhah yaitu kemitraan modal usaha 

dari para syarik dengan jumlah modal yang sama. 

b) Syirkah amwal inan yaitu kemitraan modal usaha dari para 

syarik dengan jumlah modal yang berbeda. 

c) Syirkah abdan mufawadhah yaitu kemitraan keterampilan 

dari para syarik sebagai modal usaha dengan kualitas 

keterampilan yang sama. 
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d) Syirkah abdan inan yaitu kemitraan keterampilan dari para 

syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan 

yang berbeda. 

e) Syirkah wujuh mufawadhah kemitraan   kredibilitas   usaha   

atau nama baik/reputasi (good will) dari para syariksebagai 

modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama. 

f) Syirkah wujuh inan kemitraan   yaitu   kredibilitas   usaha   

atau nama baik/reputasi (good will) dari para syariksebagai 

modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda. 

b. Muzara‟ah   

1) Pengertian Muzara‟ah 

Muzara‟ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
34

 

2) Dasar Hukum 

Dasar hukum yang memperbolehkan muzara‟ah yaitu hadist 

Rasulullah: 

جُ عَنِ ابِن عُمَرُرَضِىَ اللهُ عَنوُ )أَنَّ رَسُولُ الِله صَلَّى اللُو عَلَيوِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَىلَ خَيبَ رَ بشَطرٍ ماَيََرُ 

أَخرَجَوُ البُخَاريِ  مِنهَا مِن ثََرٍَ أَو زَرعٍ(  

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw melakukan 

kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari 

                                                           
34Muhammad Syafii Antonio, Bank, (Jakarta; Gema Insani Prers, 2001), hlm. 92. 
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hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun 

tanaman. (HR. Bukhari)
35

 

 

3) Rukun Muzara‟ah 

Rukun muzara‟ah adalah:36 Pemilik lahan, penggarap, lahan yang 

digarap, akad. 

4) Syarat- syarat muzara‟ah  

a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 

pihak                yg akan menggarap. 

b) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia 

menggarap lahan yang diterimanya. 

c) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan 

bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. 

d) Akad muzara‟ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. 

e) Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara‟ah terbatas harus                   

dinyatakan.37 

 

c. Musaqah 

1) Pengertian Musaqah 

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara‟ah 

dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

                                                           
35Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 

127. 
36Hendri Sehendri, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 141. 
37Ibid, hlm. 142. 
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pemeliharaan, Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah 

tertentu dari hasil panen.
21 

2) Dasar Hukum Musaqah 

Dasar hukum yang memperbolehkan musaqah yaitu merujuk 

pada hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang musaqah antara 

Muhajirin dan    Anshar yang berbunyi:  

نَ نَا وَبَ يَْْ  : صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَ ي ْ رَیْ رَةَ  رضى الله عنْ قَال : قَالَ تَِ اْلأنَْصَارُ للِنَّبِِّ ُُ عَنْ أَبِِ ْ

عْنَا وَأَطَعْنَا  إِخْوَاننَِا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَ قَالُوا تَكْفُوناَ الْمَئُونةََ وَنَشْركَْكُمْ فِ الثَّمَرَةِ قَالُوا: سََِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra telah berkata: orang Anshar 

berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara 

kami dan saudara- saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: 

“Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: 

bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita 

bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah kami setuju.” (HR. 

Bukhari)
38

 

 

3)  Rukun Musaqoh 

Rukun-rukun musaqah menurut ulama syafiiyah ada lima berikut 

ini: 
39

  

a) Shigat, yang dilakukan kadang- kadang dengan jelas (sharih) dan 

dengan samaran (klinayah). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan 

tidak cukup dengan perbuatan saja. 

b) Dua orang pihak yang berakad (al-„aqidain) , disyaratkan bagi 

orang- orang yang berakal dengan ahli (mampu) untuk mengelola 

                                                           
38Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 

127. 
39Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 246. 
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akad, seperti baligh, berakal dan tidak berada di bawah 

pengampunan. 

c) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah 

boleh diperohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan. 

d) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan di kerjakan, 

seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. 

e) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing- masing (yang punya 

kebun dan bekerja dikebun) seperti seperdua, sepertiga, seperempat, 

atau ukuran yang lainnya. 

d. Mudharabah  

1) Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan 

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut.
40

  

2) Dasar Hukum 

                                                           
40Muhammad Syafii Antonio, Bank, (Jakarta; Gema Insani Prers, 2001), hlm. 95. 
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Ayat Al-Qur’an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad 

mudharabah adalah Q.S Al- Muzammil: 20 

َ ِٙ َيٍَِثهُثَُ ٰٗ َسَتكَََٚعَۡهىََُأََكَََتقَُٕوَُأدَََۡ ٌَ مَِٱئِ ۡٛ َصِۡفَََُّنَ ثهُثَََُُّۥَٔ غاَئٓفِحَََٞۥَٔ َٔ
َ ٍَ ٍََٱيِّ َََٔنزَِٚ َ سََُلَلَُّٱيَعَكَۚۡ مََٱٚقُذَِّ ۡٛ عَهىََِأٌََنٍََتحُۡصَُُِٕفتَاَبَََنَُٓاَسََۚۡٱَََٔنَ

َفََ كُىۡ  ۡٛ ََقۡشَءُٔاَْٲعَهَ ٍَ َيِ َتَٛسََشَ َيُِكُىَنۡٱَيَا ٌُ َسَٛكَُٕ َأٌَ َعَهىَِ ٌِۡۚ قشُۡءَا

َفَِٙ ٌَ َٚعَۡشِتُٕ ٌَ ءَاخَشُٔ َٔ َ ٰٗ َيٍَِفعَۡمََِلۡۡسَۡضَِٱيَشۡظَ ٌَ َلَلَِّٱٚثَۡتغَُٕ

ءََ ََٔ َسَثِٛمِ َفِٙ ٌَ تهُِٕ َٚقَُٰ ٌَ ٕاََْقۡشَءُٔاَْٲفَََلَلَِّ ٱاخَشُٔ ًُ أقَِٛ َٔ َ
ُّۡۚ ُۡ َيِ َتَٛسََشَ يَا

جََٱ ٰٕ ََنصَهَ ءَاتُٕاْ جََٱَٔ ٰٕ ََنزَكَ أقَۡشِظُٕاْ يُٕاََْلَلََّٱَٔ َتقُذَِّ يَا َٔ َ اۚۡ ُٗ َحَسَ قشَۡظًا

َ َعُِذَ َتجَِذُُِٔ شٖ ۡٛ َخَ ٍۡ َيِّ أعَۡظَىَََلَلَِّٱلََِۡفسُِكُى َٔ َ شٗا ۡٛ َخَ َٕ ََُْ أجَۡشٗاۚۡ

ََلَلََّ ٱَسۡتغَۡفشُِٔاَْٱََٔ ٌَ ََلَلََّٱئِ  ٩٢َغَفُٕسَٞسَحِٛىُُۢ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya 

kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau 

seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan 

dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran 

malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak 

dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 

orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi 

berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan 

apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
41

 

 

Dasar hadits:  

حَدَثنَاَ الَْْسَنُ بْنُ عَلِى الَْْلَا لِ حَدِثُ نَا بَشَر بْن ثاَبِت الْبَ زَ ار حَدِثُ نَا نَصِ ر بْن الْقَاسِم عَن عَبْد 
یْبْالرحْمَ ن )عَبْد الرحِ ىْم( بْن دَاوُ د عَن صَالِح بْن صُ   الله ل سُوْ  رَ  قَالَ :  قَالَ  ْآبِیْ  عَن َُ

نّ ْلَاثٌ فِیْ ثَ :  وسَلَّم ْعَلَیْ  الله صَلَّى ارَ ضَةُ وَ أخْلَاطُ الْبُ رِّ الْمُقَ  وَ  أجَلٍ  إلَ  الْبَ يْع:  كَة الْبَ رَ  ُِ
( عِیْْ للِْبَ يْتِ لَا لِ  ص عن ْلْبَ يْعِ )رواه ابن ماجالشَّ  

                                                           
41Departemen Agama Ri, Alqur‟an Dan Terjemahannya, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2007), hlm. 575. 
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Artinya: Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar 

bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari 

Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari 

Ayahnya, berkata Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah dari 

Shuhaib) 
42

 

 

3) Rukun dan Syarat Mudharabah 

Rukun mudharabah yang harus dipenuhi saat melakukan kerja 

sama   adalah: 
43

 

a) Pemilik modal (shahibul mal). 

b) Pelaksana usaha (Mudharib). 

c) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul). 

d) Objek Mudharabah. 

e) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal). 

f) Nisbah keuntungan 

Adapun syarat-syarat mudharabah sesuai dengan rukun yang 

dikemukakan jumhur ulama ada 3 yaitu:
44

 dua orang yang melakukan 

akad (al-aqidani), modal (ma’qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul).  

a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang 

mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada 

satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari 

                                                           
42Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Quznawi, Sunnan Ibnu 

Majah, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut), hlm. 768. 
43Hendri Sehendri, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 139-140. 
44Naf’an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, (Jakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 

117. 
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pemilik modal itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga 

berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad mudharabah. 

b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: 

1) Berbentuk uang. 

2) Jelas jumlahnya. 

3) Tunai. 

4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu 

jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak 

dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 

Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas dan bagian masing masing dari 

keuntungan kerja sama itu, seperti setengah, sepertiga atau 

seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka 

akad itu akan rusak.
45

 

4) Jenis- Jenis Mudharabah 

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu 

mudharabah mutlak (al-thlaqh) dan mudharabah ditentukan (al-

muqayyad).46 

a) Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah Muthalaqah adalah kerjasama antara                  shahibul 

mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas tidak batasi 

                                                           
45Ibid, hlm. 118-199. 
46Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227. 
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oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah 

muthlaqah (Restricted Investment Account) adalah mudharabah di 

mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada peneglola dana 

dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga 

investasi tidak terikat. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola 

dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam 

pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Jenis 

mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana 

usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of 

industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun 

kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang 

ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek 

atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan 

spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun 

berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata 

pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka 

pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha 

yang bukan karena kelalaian dan kecurangan peneglola dana maka 

kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.47 

b) Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah 

                                                           
47Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 

Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211. 
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muthlaqah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu 

atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali 

mencermikan kecenderungan umum si shahibul mal dalam 

memasuki dalam memasuki jenis dunia usaha.
48

 

5) Nisbah Mudharabah 

Menurut qaul adhar, Amil atau mudharib baru bisa memiliki 

bagian dari profit akad qirad (dalam arti telah legal untuk 

mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar 

mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab 

keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan 

(wiqayah) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok 

berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan 

profit. Hanya saja, hak kepemilikan mudharib atas profit setelah bagi 

hasil ini belum bersifat mengikat (istiqrar). Artinya meskipun telah 

diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena 

mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi 

tersebut. Hak kepemilikan mudharib baru mengikat apabila seluruh 

komoditi telah diuangkan dan akad mudharabah telah dibatalkan. 

Adapun status mudharib atas profit yang telah diperoleh namun belum 

dibagi adalah sekedar hak yang kuat (haqq mu‟akkad). Artinya, 

mudharib memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk 

mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika mudharib 

                                                           
48Ibid, hlm. 198. 
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meninggal.
49

 

Dalam sistem bagi hasil mudharabah menurut pendapat Imam 4 

Madhzab, yaitu Shafi’I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian 

keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya 

separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. 

Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara 

khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. Mudharabah tidak sah 

jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, 

jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih 

antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik 

mudharib, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak 

dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya 

tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu 

pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena 

persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.
50

 

6) Risiko Kerugian dalam Akad Mudharabah  

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak 

yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad qirad 

yang muncul sebelum mudharib melakukan perniagaan, seperti akibat 

fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan 

                                                           
49Eka Lupita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan 

Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), 

hlm. 4-14. 
50Ibid, hlm. 42-43. 
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mudharib ditanggung pihak shahib al-mal sepenuhnya.51 Dalam hal 

ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku 

usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena 

perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia 

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib 

mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. 

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk 

menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang 

mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, 

maka akad mudharabah menjadi rusak (fasid) karena menyalahi aturan 

dalam mudharabah.52 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian 

dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh shahib al-mal 

sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan 

mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu 

yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian 

tersebut diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah fiqh apabila 

di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu 

mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan 

oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya 

shahib al-mal sendiri. Sedangkan mudharib sama sekali tidak 

                                                           
51Ibid, hlm. 43-44. 
52Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), hlm. 67. 
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menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan 

mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang 

telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang 

dipercayakan kepadanya.53 

7) Perkara yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:54  

a) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan  

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan 

mudharabah, larangan untuk penawaran (tasharruf), dan 

pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat persyaratan dan 

larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui dan 

pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan pada saat atau 

larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa 

mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan 

untuk memastikannya.  

b) Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia  

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika 

salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun 

pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan 

perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang 

mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, 

                                                           
53Ibid, hlm. 44-45. 
54Maria Arfiana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil 

Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2008), hlm. 25-26. 
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baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal 

dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi 

dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.  

c) Salah Seorang Aqid Gila 

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan 

mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian 

dalam mudharabah. 

d) Pemilik Modal Murtad 

Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau kematian 

dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 

diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu 

Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung 

dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan 

keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang 

murtad dibagika di antara para ahli warisnya.  

e) Modal Rusak di Tangan Pengusaha 

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi 

batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika 

modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah 

dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau 

dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. 

8) Berakhirnya Akad Mudharabah 



36  
 
 
 
 

 

Adapun berakhirnya akad Mudharabah adalah sebagai berikut:55 

a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang 

untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau 

pemilik modal menarik modalnya.  

b) Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap 

bertindak hukum. 

c) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 

d) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam).  

e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh 

pekerja. Demikian juga halnya, Mudharabah batal apabila modal 

tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi 

yang bisa dikelola oleh pekerja. 

Pada penelitian Model ini disebut mudharabah karena pada saat 

akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan 

sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam 

bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut sahib al 

maal (financier), sedangkan pihak kedua disebut mudharib 

(enterpreneur). Dalam skema ini permodalan 100 % menjadi tanggungan 

sahib al maal. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jaw- 

ab mudharib.  

Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan 

kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 2.4 di atas 

                                                           
55Maria Arfiana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil 

Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hlm. 25-26. 
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perpotongan ini menghasilkan nisbah bagi hasil 40: 60, yaitu 40 persen 

untuk shahib al maal dan 60 persen untuk mudharib. Analisis seperti ini 

akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (positive return) dari 

kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian (negative return), maka 

shahib al maal akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan 

mudharib tidak mendapat bagian pendapatan apapun. Mudharib 

menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah 

dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat 

keuntungan dan kerugian (zero return), maka tidak ada pembagian 

apapun di antara keduanya. Dengan demikian, dalam mudharabah harga 

modal (price of capital) akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari 

kewirausahaan (price enterpreneurship).
56

 

4. Bagi Hasil Menurut Ekonomi Syariah 

Sistem bagi hasil menurut Ekonomi Syariah biasanya mekanisme 

penghitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam 

pendekatan, yakni: profit sharing dan revenu sharing.
57

 

a) Pendekatan Profit Sharing 

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun 

secara istilah profit yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan 

                                                           
56Muchlis Yahya, Jurnal Dinamika Perkembangan Ekonomi: Teori Bagi Hasil (Profit 

Andv Loss Sharing) Dan Perbbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, Vol 1 No. 1 Tahun 2011, 

hlm. 69 

  
57Naf’an, Pembiayaan, Musyarakah dan Mudharabah, (Jakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 

83. 

 



38  
 
 
 
 

 

suatu   perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem profit sharing dalam 

pengaplikasiannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara 

pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, 

dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam 

kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan di bagi kepada 

kedua belah pihak sesuai          perjanjian di awal dan apabila mengalami 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi saat melakukan 

perjanjian. 

b) Pendekatan Revenue Sharing 

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa 

inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan 

kata sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang memiliki 

arti yakni bagi. Jadi revenue sharing adalah pembagian hasil atau 

pendapatan. Dalam prinsip ekonomi revenue dapat di artikan sebagai 

total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, revenue 

meliputi total harga pokok penjualan           (modal) di tambah keuntungan dari 

hasil penjualan (profit). 

B. Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan berarti lebih jauh dari sekedar memiliki kelimpahan 

materi, termasuk uang didalamnya. Meskipun kekayaan atau uang 

merupakan faktor yang jelas dari sejahtera, tetapi sejahtera berarti melimpah 

dalam semua hal yang baik dalam kehidupan, yang masing-masing perlu 
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dipenuhi agar dapat menjalani hidup yang seutuhnya, menyenangkan dan 

memuaskan agar hidup sejahtera.
58

 

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga 

setiap keluarga atau individu- individu didalamnya yang memiliki pedoman, 

tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda 

tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, Status 

kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga 

(BAPPENAS), rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dan 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan 

dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan 

sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah. 

 

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Bio Pusat Statistik (BPS) dan 

Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan 

bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi         kriteria berikut:
59

 

a. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan 

sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama. 

b. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga 

dan jumlah                  anggota keluarga. 

c. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, 

kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyu, 

                                                           
58Yuni Shafira Rahmah, Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” Terhadap kesejahteraan 

Masyarakat (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banten 2017), hlm. 20-21. 
59Ibid, hlm. 22-23 
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disamping terpenui kebutuhan pokoknya. 

Sejahtera lebih dari sekedar     melimpahnya uang dan kekayaan materi, 

sejahtera dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan keadaan 

melimpah dan puas dalam semua bidang kehidupan yang disebutkan diatas. 

Ketika semua bidang diatas serasi, semuanya akan tumbuh secara signifikan. 

Dan ketika semuanya bersinergi, kemelimpahan finansial akan muncul dan 

anda akan menikmati hidup seutuhnya diantaranya: 

a. Uang 

Memang penting agar dapat hidup seutuhnya, agar dapat 

merealisasikan potensi, semua memerlukan uang. Uang adalah sangat 

penting, oleh karena itu merupakan salah satu komponen kehidupan 

yang sepenuhnya sejahtera. 

b. Kesejahteraan Sehat 

Apa artinya memiliki uang yang melimpah jika anda sakit, memiliki 

banyak uang tidak ada manfaatnya jika tidak memiliki kesehatan yang 

baik. Sehat merupaka aspek kunci dari hidup sejahtera. 

c. Mempunyai Hubungan Yang Bahagia  

Mempunyai hubungan yang dekat, bermakna dan harmonis juga 

kunci menjalani hidup bahagia dan seutuhnya. Hal ini mencakup 

hubungan keluarga, hubungan kerja, persahabatan dan hubungan 

harmonis. Uang lebih bernilai jika anda memilih orang-orang yang ingin 

bagi dengan mereka. 

d. Kesejahtraan Mental 
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Banyak orang yang mengira bahwa pendidikan berakhir setelah 

sekolah selesai. Padahal pendidikan seharusnya melupakan proses 

sepanjang hidup. Jika anda tidak belajar dan tidak tumbuh, anda akan 

stagnan dan tidak membuat kemajuan. Membaca, mendengarkan program 

audio, menghadiri seminar merupakan cara yang hebat untuk melanjutkan 

pendidikan. 

e. Kesejahteraan Spiritual 

 

Spiritualitas tidak berarti harus menjadi orang yang religius. Tetapi 

telah di ketahui bahwa orang yang memiliki keimanan terhadap Dzat yang 

memandunya kepada kehidupan yang lebih utuh. Temukan hubungan pribadi 

terhadap sumber segala sumber, maka segala sesuatu dalam hidup anda akan 

tumbuh subur dan mengalami perbaikan/ peningkatan.
60

 

2. Konsep Kesejahteraan 

 

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Sosial. Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini 

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas 

kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan 

sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 

                                                           
60Kaswan, Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat, (Bandung: Alfabeta cv, 

2013), hlm. 1. 
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hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani 

kehidupan secara layak dan bermartabat. 

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat 

indicator yaitu:
61

 

a. Rasa Aman. 

b. Kesejahteraan. 

c. Kebebasan. 

d. Jati diri 

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat 

dijadikan ukuruan, antara lain adalah: 

a. Tingkat pendapatan keluarga. 

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 

pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. 

c. Tingkat pendidikan keluarga. 

d. Tingkat kesehatan keluarga, dan. 

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. 

Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa 

aspek kehidupan antara lain: 

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagianya. 

                                                           
61Nasikun, 1993, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.  
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b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya. 

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin mampu seseorang 

memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dikatakan semakin tinggi pula 

kesejahteraannya. Kita dapat memberi gambaran secara umum tentang 

sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan apakah seorang 

tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan 

kesejahteraan seseorang sangat relatif. Kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. 

Keseimbangan antara jasmani dan rohani atau keselarasan keduanyalah yang 

dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur 

menggunakan tolak ukur kebendaan, dimana masing-masing individu 

mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang 

secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan 

kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada dibawah garis ukuran 

minimum.
62

 

Kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan        paham demokrasi Ekonomi 

                                                           
62Yuni Shafira Rahmah, Pengaruh Sistem Bagi Hasil “Maro” Terhadap kesejahteraan 

Masyarakat, hlm. 26. 
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yang bertumpu pada kemakmuran masyarakat, bukan pada kemakmuran 

seseorang. Dimana dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial 

berdasar pada hak sosial rakyat, yaitu tiap-tiap warga negara berhak akan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari titik tolak ini, 

jelas bahwa penghidupan yang layak tidak terpisah dari pekerjaan, jelas pula 

dengan rumusan tentang hak sosial rakyat ini bahwa kehidupan yang layak 

tidaklah bersifat filantropis tetapi adalah hasil dari pemberdayaan 

(empowerment) rakyat mampu bekerja dan memperoleh pekerjaan.
63

 

3. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan 

Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari 

kepentingan individu. 

a. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. 

b. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang 

lebih kecil. 

c. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang 

lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau 

diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat 

yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mandapatkan manfaat yang lebih 

besar. 
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4. Faktor Kesejahteraan Masyarakat 

 

Ada lima faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat 

kesejahteraannya:
64

 

a. Peran pemerintah 

Upaya yang serius dari pihak dari pemerintah dalam memberikan 

perhatian atau interverensi dari pemerintah melihat kondisi masyarakat 

nelayan yang   masih tergolong pada lapisan masyarakat yang rendah. 

b. Pengetahuan dan Keterampilan 

Pengetahuan dan keterampilan merupakan modal yang harus dimiliki 

oleh setiap masyarakat nelayan dalam melaksanakan program tersebut, 

mereka dapat menerapkan dan mengembangkan keahlian (skill) yang 

dapat merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik. 

c. Konsep dan Tujuan 

Konsep dan tujuan kegiatan program cenderung harus sejalan 

dengan konsep tujuan pembangunan sosial yaitu menciptakan 

kesejahteraan masyarakat   nelayan menjadi kehidupan yang lebih baik. 

b. Partisipasi 

Partisipasi sangat berpengaruh dalam membantu masyarakat nelayan 

ditinjau dari aspek realitas kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi 

mereka, dapat merubah pola dasar sebuah kehidupan. 

1) Kerjasama 

Wujud dan partisipasi aktif masyarakat adanya sikap untuk saling 

                                                           
64Purnomo Budi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan 

Petani, (FISIP Universitas Maritim: Raja Wali Tanjung, 2015), hlm. 16. 
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bekerjasama dan ikut terlibat didalam setiap proses kegiatan/program 

untuk menciptakan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk 

peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Oleh karena itu sangat 

dibutuhkan peran untuk saling bekerjasama. 

5. Indikator Kesejahteraan 

Menurut Badan Pusat Statistik dalam penelitian Eko Sugiharto 

indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 

delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan 

tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, 

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan   

anak   kejenjang   pendidikan, dan   kemudahan   mendapatkan   fasilitas 

transportasi. 

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk 

mengetahui   tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu   pendapatan, 

konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas 

tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan 

pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, 

dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi 

a. Konsumsi dan Pengeluaran 

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu: 

1) Tinggi, Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan 

pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga 

terhitung per bulan sebesar > Rp 5.000.000 
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2) Sedang, Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori 

sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 

– Rp.5.000.00. 

3) Cukup, Kriteria   kesejahteraan   ekonomi   jika   dilihat   dari   tingkat   

konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila 

pengeluaran keluarga per bulan sebesar < Rp. 1.000.000. 

b. Keadaan Tempat Tinggal 

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap 

rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 

item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 

1) Permanen, Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap 

dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang 

dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat 

dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari 

seng/genteng/sirap/asbes. 

2) Semi Permanen, rumah semi permanen adalah rumah yang 

dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, 

lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya 

seng/genteng/sirap/asbes. 

3) Non Permaen, sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang 

dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari 

tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng 

bekas dan sejenisnya. 
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4) Fasilitas tempat tinggal, Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai 

terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, 

penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, 

sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, 

sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 

12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan 

yaitu: 

a) Lengkap, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal 

sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan 

kondisi baik atau layak pakai. 

b) Cukup, Indikator   ini   berarti   apabila   fasilitas   tempat   tinggal   

mempunyai   fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan 

dengan kondisi layak pakai. 

c) Kurang, Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal 

mempunyai fasilitas kurang dari dari 6 item yang disebutkan 

dengan kondisi layak pakai. 

d) Kesehatan, Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan 

menjadi 2 item, yaitu: 

1) Bagus, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota 

keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada 

dalam kondisi sakit.  
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2) Cukup, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota 

keluarga mempunyai presentase kesehatan berada pada kisaran 

25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit. 

3) Kurang, Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota 

keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata 

atau >50%.  

4) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, Indikator 

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 

item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, 

penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat 

kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan 

ke dalam 3 golongan yaitu: 

a) Mudah, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari 

penjelasan di atas sudah terpenuhi semua. 

b) Cukup, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari 

penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak 

lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indicator 

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat 

terpenuhi. 

c) Sulit, Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan 

di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 

item indikator tidak terpenuhi. 



50  
 
 
 
 

 

d) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan, 

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang 

pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke 

sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut 

kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 

1) Mudah, Golongan ini berarti 3 indikator dari 

kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan 

sudah terpenuhi. 

2) Cukup, Golongan ini berarti dari 3 indikator 

kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan 

salah satunya ada yang tidak terpenuhi. 

3) Sulit, Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan 

memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 

indikator yang dapat dipenuhi. 

4) Kemudahan mendapatkan transportasi, Indikator 

kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu 

ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status 

kepemilikan kendaraan.  Dari 3 item tersebut kemudian 

akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 

a) Mudah, Golongan   ini   menunjukkan   bahwa   3   

item   dari   kesejahteraan   ekonomi berdasarkan 

kemudahan mendapat transportasi sudah dapat 

terpenuhi semua. 
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b) Cukup, Golongan   ini   menunjukkan   bahwa   3   

item   dari   kesejahteraan   ekonomi berdasarkan 

kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah 

satu indikator yang tidak terpenuhi. 

c) Sulit, Golongan   ini   menunjukkan   bahwa   3   item   

dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan 

mendapat transportasi hanya 1 indikator yang 

terpenuhi. 

6. Kesejahteraan (Falah) Masyarakat dalam Ekonomi Islam 

 

a. Konsep Kesejahteraan (Falah) 

 

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita 

perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah 

Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan 

hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur’an 

dan Hadits, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu 

merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribuusi 

sumberdaya    yang terbatas pada koridor yang mengacu pada ajaran Islam 

tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro 

ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 

lingkungan.
65

 

Ekonomi Islam merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari 

tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat 
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dengan berlandaskan pada hukum syariat Islam yaitu:
66

 

1) Al-Qur’an, merupakan wahyu kalam Allah SWT yang diturunkan 

dalam rangka menuntut kehidupan di dunia. 

2) As-Sunah, merupakan perilaku Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan 

teladan oleh umatnya. 

3) Ijma’, merupakan para imam Mujtahid diantara umat Islam pada suatu 

masa Rasulullah Saw sebelum wafat, terhadap hukum-hukum syara‟ 

tentang suatu masalah.  

4) Qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat 

ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan hal lain 

yang sudah ada ketentuan hukum karena adanya persamaan penyebab. 

5) Al-falah di ambil dari kata dasar falah yang bermakna zhafara bima 

yurid (kemenangan atas apa yang di inginkan), di sebut al falah yang 

artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan 

akhirat. Dalam Al-qur’an surah Al- Mu’minuun (23): 1 Allah 

berfirman: 

دۡ أفَۡلحََ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ق ََ١  
Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman.
67

 

 

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai 

dasar dalam ekonomi yakni:
68

 

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 
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67Departemen Agama RI, Alqur‟an Dan Terjemahannya, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma 
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keberanian dan konsistensin pada kebenaran. Sesuai dengan 

firman Allah   SWT berikut: 

لَََٚجَۡشِيَُكَُىَۡشَََُ َٔ َ َِشُٓذََآءََتٲِنۡقسِۡػِ  َلِلَّ ٍَ يِٛ َٰٕ َءَايَُُٕاَْكَُُٕٕاَْقَ ٍَ أَُّٓٚٓاََٱنزَِٚ وٍََ َََٰٚ ٕۡ َقَ ٌُ ا

َ
ۡۚ
َألََََتعَۡذِنُٕاْ ٓ ٰٗ ٱتقَُٕاَْٱلَلََّۚۡعَهَ َٔ َ

 ٰٖ َٕ َأقَۡشَبَُنهِتقَۡ َٕ اَٱعۡذِنُٕاَُْْ ًَ َتِ
َٱلَلََّخَثِٛشُُۢ ٌَ ئِ  

َ ٌَ هُٕ ًَ ٨تعَۡ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.69 

 

2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam 

semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi 

memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, 

amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok 

ketentuan saja. 

3) Takaful (Jaminan Sosial) adanya jaminan sosial dimasyarakat 

akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara 

individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan 

hubungan vertikal, namun juga mennempuh hubungan horizontal 

ini secara seimbang. 

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, 

                                                           
69Departemen Agama RI, Alqur‟an Dan Terjemahannya, Cet. Ke-12 (Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2007) 



54  
 
 
 
 

 

pemerintah berperan dalam mencakupi kebutuhan masyarakat, 

baik dasar/primer (daruri) sekunder (the need/haji), maupun 

tersier (the commendable/tahsin) dan pelengkap (the 

luxury/kamili) disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk 

berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer 

masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup 

keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak 

bertentangan dengan Islam sehingga kehidupan masyarakat 

sejahtera. 

7. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam 

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (sejahtera) terdiri dari 

dua unsur yaitu saling melengkapi satu dengan yang lainya, yaitu 
70

: 

a. Unsur materi 

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan 

manusia dalam menikmati apa yang telah Allah berikan dimuka bumi 

ini berupa perhiasaan dan hal-hal yang baik (thayyiban). Al-qur’an dan 

Sunnah nabawiyyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalm unsur 

materi yakni. 

b. Makanan dan minuman 

Makanan dan minuman yang baik-baik lagi lezat dan wangi seperti 

daging, buah-buahan, susu, madu, air tawar yang mengalir, dan 

menyegarkan. 
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c. Pakaian dan perhiasaan 

Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan menjadikan 

mereka buat pakaian dan perhiasaan. Tujuan utama pakaian adalah 

menutup aurat. Perhiasaan adalah sesuatu yang dipakai berhias secara 

lahir. Pakaian termasuk dharuriat (kebutuhan yang tidak boleh tidak 

harus terpenuhi), sedangkan perhiasan sebagai penambah dan pelengkap. 

d. Tempat tinggal 

 

Tempat tinggal yang baik adalah nikmat yang Allah berikan, 

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 80: 

ََلَلَُّٱََٔ ٍَجُهُٕدِ جَعَمََنكَُىَيِّ َٔ اَ ُٗ َسَكَ َتُُٕٛتكُِىۡ ٍُۢ ىَِٱجَعَمََنكَُىَيِّ عَٰ َۡ تُُٕٛتٗاََلَۡۡ

تاَسِْاََ ۡٔ أَ َٔ َ افِٓاَ َٕ َأصَۡ ٍۡ يِ َٔ َ َئقِاَيَتكُِىۡ وَ ٕۡ َٚ َٔ َ َظَعُۡكُِىۡ وَ ٕۡ ََٚ تسَۡتخَِفََُّٕٓاَ

َ ٍٖ َحِٛ ٰٗ عًاَئنَِ
يَتَٰ َٔ ثٗاَ

أشَۡعَاسِْآََأثََٰ َٔ٨٢ََ
 

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai 

tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-

kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan 

(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan 

(dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-

alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu 

(tertentu).71 

 

e. Unsur Spiritual 

 

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata 

mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah 

memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang 

menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah 

yang luas dan istri yang cantik. Walaupun demikian, ia belum tentu 
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berhasil mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. 

Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah
72

 : 

Ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan dada. 

Kelapangan dada (tawakal) dengan keyakinan menyerahkan segala 

persoalan-persoalan baik dunia ataupun akhirat kepada Allah, seperti 

dalam Q.S. Az- Zumar (39) : 10 

ََقمَُۡ عِثاَدِ ٍََٱَٰٚ ََنزَِٚ ََتقَُٕاَْٱءَايَُُٕاْ ِِ زِ ََْٰ َفِٙ َأحَۡسَُُٕاْ ٍَ َنهِزَِٚ ٛاَٱسَتكَُىۡۚۡ َۡ َنذُّ

َ أسَۡضُ َٔ َ
ۡۗ
ََلَلَِّٱحَسَُحَٞ فَٗ َٕ َُٚ ا ًَ َئََِ

سِعَحٌۗۡ ٌََٱَٰٔ ثشُِٔ شََِنصَٰ ۡٛ َتغَِ أجَۡشَْىُ

٠٢ََحِسَابَٖ
 

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah 

kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 

memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya 

hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka 

tanpa batas.Q.S.Az- Zumar (39): 10 

 

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya 

kebahagiaan itu bukanlah terletak pada mengumpulkan dunia. Bukan 

terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. 

Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi itu 

terhalang dari padanya, disiksa dengannya, pahala harta itu 

digenggamnya. 

Pada zaman sekarang, kita melihat betapa banyak milyuner yang 

selama hidupnya terhalang dari kenikmatan yang dengan mudah 

didapatkan oleh fakir dna miskin. Mereka ditimpa penyakit diabetes, 

darah tinggi, lemah jantung atau yang lainya yang kini banyak tersebar 

dikalangan orang-orang kaya. 
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Semua itu memperkuat kenyataan bahwa kebahagiaan atau 

kesejahteraan terletak pada sesuatu yang lain bukan pada limpahan 

kekayaan, tumpukan harta, dan simpanan milyaran rupiah. Sesuatu itu 

adalah iman yang benar dan amal shaleh. Kedua ini yang akan 

memunculkan kebahagiaan yang hakiki dan kehidupan yang baik 

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97: 

ٍَۡ ٍَرَكَََيَ هحِٗاَيِّ مََصَٰ ًِ َفهََُحَََُُُِّۡٛٛعَ ٍٞ َيُإۡيِ َٕ ُْ َٔ َ ٰٗ َأَُثَ ۡٔ ََۥشٍَأَ
 
جَٗغَِّٛثحَٗ ٰٕ حََٛ

َ ٌَ هُٕ ًَ َيَاَكَإَُاَْٚعَۡ ٍِ نَُجَۡزََُِٚٓىَُۡأجَۡشَْىَُتأِحَۡسَ َٔ٩٧ََ
Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 

Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.
73

 

C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan  

Hasil penelitian terdahulu yang relevan ialah kumpulan dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan relevan, 

yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Hasil-hasil penelitan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitan terdahulu 

yang relevan ialah: 

1. Hasil penelitian Ari Kartiko dengan judul “Konsep Bagi Hasil Dalam 

Perspektif Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah Bagi hasil yang lebih 

dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep 

kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah 

menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana 
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kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau 

pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang 

tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati 

keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan bergotong 

royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep mudharabah 

yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku 

usaha dapat menjalankan ushanya dengan dukungan dana dari peminjam 

tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat 

untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana 

sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.
74

 

2. Hasil penelitian Bayu Vita Indah Yanti dengan judul “Analisa Yuridis Pola 

Pembagian Hasil Perikanan Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten 

Sikka, Nusa Tenggara Timur”.  Hasil penelitian ini adalah mengharapkan 

bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan 

Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada 

kesepakatan yang dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada 

kebiasaan setempat (common law) tidak ada sanksi yang memaksa masing-

masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan 

pada kerelaan masing-masing pihak.
75

 Hal yang membedakan adalah pola 

pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi 

masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil 

                                                           
74Ari Kartiko, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, (Indonesian Interdisciplinary 

Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 2. No. 1. Juli 2019). hlm. 1-19 
75Bayu Vita Indah Yanti, , Analisa Yuridis Pola Pembagian Hasil Perikanan Studi Kasus 

Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, (Jakarta: Jurnal Bijak dan Riset 

Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010), hlm. 1 



59  
 
 
 
 

 

perikanan tersebut.
76

 

3. Hasil penelitian Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari 

dengan judul “Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau 

Baai Kota Bengkulu”. Hasil dari hasil penelitian menunjukan Kerja sama 

yang dilakukan oleh nelayan buruh dan nelayan pemilik disebut 

mudharabah. Praktik mudharabah yang dilakukan nelayan buruh dan 

nelayan pemilik, nelayan pemilik mempercayakan kapal dan alat-alat 

tangkap ikan yang dimiliki kepada nelayan buruh digunakan untuk berlayar 

ke laut. Nelayan pemilik sebagai pemilik modal (shahib al-mal) dan nelayan 

buruh sebagai pelaksana usaha (mudharib).
77

 

4. Hasil penelitian Muhammad Saidi dengan judul “Model Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan di 

Wilayah Madura)”.  Hasil dari penelitian ini Dari analisis praktek bagi hasil 

perikanan, masyarakat nelayan Madura tidak tunduk pada ketentuan UU 

No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UU BHP), dan/atau 

Fiqhul Islam yang berupa syirkah, dan hanya masyarakat nelayan di Pesisir 

Ambunten pada variasi bagi hasil yang memenuhi ketentuan UU BHP, dan 

itupun hanya beberapa kelompok nelayan saja yang belakangan ini jarang 

diterapkan. Jika praktek bagi hasil yang diterapkan masyarakat nelayan 

Madura sesuai dengan ketentuan UU BHP, pendapatan nelayan rata-

rata/orang/ bulan pada perikanan tangkap laut Bangkalan Rp1.166.324,25, 

                                                           
76Ibid, hlm. 1 
77Ryan Rakhmat Ardhyant, Mardalena, Imam Asngari, (Pengh), Analisis Bagi Hasil 

Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu, (Bengkulu: The Journal Of Economic 

Development Vol.2, No.1, Juli 2020), hlm. 170-180 
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Sumenep Rp725.995,43, Pamekasan Rp 620.526,78 dan Sampang 

Rp182.115,25, dan sektor perikanan perairan umum nelayan Sumenep 

Rp599.452,00, Bangkalan Rp379.271,42, Sampang Rp312.499,24 dan 

Pamekasan Rp194.216,69.
78

 

5. Hasil penelitian Muhajir, Osgar S. Matompo, Moh. Nafri dengan judul 

“Analisis Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Darat Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (Studi 

Pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong)”. Hasil 

dari penelitian ini adalah Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di 

desa bolano kecamatan bolano kabupaten parigi moutong sampai dengan 

saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 

3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi 

Hasil perikanan, karena undang-undang tersebut dirasakan tidak 

memberikan imbangan adil bagi kedua belah pihak sehingga masyarakat 

lebih mengutamakan pembagian bagi hasil perikanan darat dengan hukum 

adat atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh mereka. Dan Praktik perjanjian 

bagi hasil perikanan darat menggunakan kebiasaan/adat ini lebih di pilih 

masyarakat desa dari pada praktik pembagian bagi hasil yang diatur secara 

eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian 

Bagi Hasil Perikanan, dikarenakan adanya faktorfaktor penghambat dalam 

pelaksanaan Undang-Undang tersebut yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, 

faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialiasi terhadap undang-undang 

                                                           
78Muhammad Saidi, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem 

Bagi Hasil Perikanan di Wilayah Madura, (Madura: Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Januari 

2014), hlm. 1. 
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bagi hasil perikanan.
79

 

6. Hasil penelitian Fitri Indahyan & Khairuddin dengan judul “Sistem Bagi 

Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pukat cincin di 

PPI Cempae Soreang kota Parepare adalah dengan cara mengurangi semua 

hasil penjualan ikan selama satu bulan dengan semua biaya yang 

dikeluarkan dalam satu bulan. Hasil bersih tersebut dibagi dua dengan 

pemilik kapal dan sawi. Selanjutnya bagian untuk sawi dibagi lagi 

berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari sawi yaitu untuk punggawa 

sawi, pabbuang batu, pabbuang pelampung masing-masing mendapat 

tambahan 0,5 lebih besar dari sawi biasa, pendapatan yang diperoleh 

nelayan pukat cincin khususnya untuk sawi masih rendah yaitu rata-rata per 

bulan sebesar Rp 671.875 
80

 

7. Hasil penelitian Iskandar Amir dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha 

Perikanan Soma Giob Di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten 

Minahasa Utara Provinsi Sulawesi)”. Hasil menunjukkan bahwa system 

bagi hasil usaha soma giob yang ada di Desa Tiwoho mengikuti cara yang 

mereka sepakati bersama dan merupakan system bagi hasil secara adat yang 

sudah berlaku secara turun temurun, dari generasi ke generasi.
81

 

8. Hasil penelitian Muh. Ilyas dengan judul “Konsep Bagi Hasil Dalam 

                                                           
79Muhajir, Osgar S. Matompo, Moh. Nafri, Jurnal Ilmu Ekonomi &Manajemen (Universitas 

Palu, 2014), hlm. 1. 
80Fitri Indahyan & Khairuddin, Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare, 

(Parepare: Jurnal Galung Tropika, Agustus 2016), hlm. 63. 
81Iskandar Amir, Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Soma Giob Di Desa Tiwoho 

Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi, (Jurnal Ilmiah Agrobisnis 

Perikanan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022). hlm. 1. 
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Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem bagi hasil yang 

diterapkan di dalam perbankan syari’ah terbagi kepada dua sistem, yaitu; 

pertama. Profit Sharing yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil 

bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah 

dilakukan penguranganpengurangan atas beban biaya selama proses usaha 

tersebut. Kedua. Revenue Sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan 

kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Di dalam perbankan syari’ah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan 

adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. 

Bank syari’ah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik 

dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan 

ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai 

pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah 

pengelola dana.
82

 

9. Hasil penelitian Umrotul Khasanah dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam 

Syariat Islam” Hasil dari penelitian ini adalah Di dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa 

khususnya di sektor usaha nelayan, pertanian atau perdagangan. Sistem 

yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep 

ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa. 

Pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani banyak mengacu 

                                                           
82Muh. Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, (Jurnal Muamalah Volume IV, 

No 1 Agustus 2014), hlm. 1. 
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pada nilai-nilai dalam bersyarikat. Keberhasilan proses implementasi nilai-

nilai Islam ke dalam sistem nelayan, pertanian atau perdagangan ini, karena 

model strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo (Wali Sembilan) 

yang melakukan akulturasi budaya. Proses transformasi Islam ke dalam 

sistem nelayan, pertanian atau perdagangan nyaris tanpa menimbulkan 

maslah yang signifikan dalam masyarakat, dan bahkan hampir nilai-nilai 

tersebut bisa menjadi ruh dlam berbagai kehidupan masyarakat seperti 

nelayan, pertanian dan perdagangan.
83

 

10. Hasil penelitian Jumadi dengan judul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap 

Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul 

Qiradh Abu Indrapuri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum 

konsep pembiayaan mudharabah pada BQ Abu Indrapuri berpedoman pada 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000. Akan tetapi, 

dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan 

konsep syariah yaitu pada sistem bagi hasil dan jaminan. Terdapat 

ketimpangan antara konsep dan implementasi disebabkan karena BQ Abu 

Indrapuri masih mengacu pada aturan sistem perbankan konvensional.
84

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  dari 

judul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Dalam 

Mensejahterakan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Ekonomi 

Syariah ialah,  melihat bagimana proses kehidupan masyarakat meranti dalam 

                                                           
83Umrotul Khasanah, Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam, (Jurnal Syariah Dan Hukum 

Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang), hlm. 1 
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melakukan pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   yang dilakukan oleh pemilik 

kapal dengan nelayan, kemudian mengetahui  pelaksanaan   sistem   bagi   hasil   

penangkapan   ikan   dalam mensejahterakan nelayan sesuai  menurut Ekonomi 

Syariah, apakah kerja sama tersebut bisa mensejahterakan nelayan yang ada di 

kabupaten kepulauan meranti, serta melihat bagaimana sistem penyelesaian 

jika terjadi konflik dalam melakukan kerja sama tanpa adanya hitam diatas 

putih atau lisan tanpa adanya tulisan. 

D. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis merupakan desain praktis dalam memahami sebuah 

penelitian. Penelitian ini meneliti masyarakat nelayan kabupaten kepulauan 

meranti, yang objeknya adalah mudharib (pengelola modal/ nelayan) yang 

bekerja sama dengan pemilik kapal shahibul al-mal (pemilik modal/ toke) di 

kabupaten kepulauan meranti, dan sekaligus untuk mengetahui konsep bagi 

hasil kelompok nelayan masyarakat kabupaten kepulauan meranti serta untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan konsep 

bagi hasil yang dilakukan. 
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Bagan 2.1 Alur Prosedur Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,
85

 dengan menggunakan 

pendekatan interpretif. Pendekatan ini sangat sesuai karena penelitian ini   

mengintepretasikan   hasil   in   depth   interview dengan informan kunci dan 

berikan rincian yang oplek tentang fenomena kesejahteraan yang sulit di 

ungkapkan. Desain penelitian ini Deskriptif Analisis dimana studi untuk 

menemukan fakta dengan interpertasi yang tepat. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ada 3 kecamatan dengan 

jumlah 43 orang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Bagi Hasil 

Penangkapan Ikan Dalam Mensejahterakan Nelayan Menurut Ekonomi Syariah 

di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibatasi 

hanya terdapat 3 Kecamatan saja diantaranya, Kecamatan Merbau, Kecamatan 

Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Adapun alasan peneliti 

memilih 3 Kecamatan tersebut ialah, sebagian besar nelayan yang melakukan 

kerja sama di kecamatan tersebut, kontrubusi informasi nelayan yang mudah di 

                                                           
85Creswell, John W., William E. Hanson., Vicki L Plano Clark., dan Alejandro 

Morales. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. The 

Counseling Psychologist. Vol 35, No 2. March. Pp 236 -264.   
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jangkau. Waktu penelitian ini dimulai dari 28 Maret 2023 sampai 28 Juni 2023.  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
Kepulaun meranti adalah salah satu  kabupaten  di Provinsi Riau,  

Indonesia, dengan ibukotanya   adalah Selat panjang. Jumlah penduduk   

kabupaten saat ini berjumlah 217.607 jiwa dengan luas wilayah 3.707,84 

km².
86

 

Gambar 3.1 Data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten 
Kepulauan Meranti 2021-2023 

 
No Kecamatan 2021 2022 2023 

1 Tebing Tinggi Barat 18732 119149 19568 

2 Tebing Tinggi 668668 770368 72083 

3 Tebing Tinggi Timur 113511 113776 14041 

4 Rangsang 220372 220688 21002 

5 Rangsang Pesisir 119121 119454 19785 

6 Rangsang Barat 119772 220124 20475 

7 Merbau 115482 15711 15936 

8 Pulau Merbau 115972 116172 16369 

9 Tasik Putri Puyu 117830 118090 18348 

10 Jumlah Keseluruhan 2209460 2213523 217607 

 
 

Kabupaten  Kepulauan  Meranti  terdiri  dari Pulau  Tebing  

Tinggi, Pulau Padang, Pulau  Merbau, Pulau  Ransang, Pulau  Topang, 

Pulau  Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau 

Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau   

Burung. Adapun   nama Meranti diambil   dari nama gabungan "Pulau 

Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi". 
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a. Letak Geografis 
 

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada 

koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 

103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau 

Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah 

negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan 

Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-

GT  )  dan  secara  tidak  langsung  sudah  menjadi  daerah 

Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai 

Karimun. 

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi 

geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan 

dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah 

kabupaten Kepulauan Meranti sangat   potensial   berfungsi   sebagai 

Gerbang   Lintas   Batas   Negara atau Pintu Gerbang  Internasional 

yang  menghubungan  dengan  Riau  daratan  dengan negara 

tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai 

yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat 

Kegiatan Strategis Negara yaitu  yang  berfungsi  sebagai  beranda  

depan  negara,  pintu  gerbang Internasional, niaga dan industri. 

Luas kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km², sedangkan 

luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai
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69  
 
 
 
 

 

Tabel 3.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti 

 
Utara Selat Melaka 

Timur Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun 

Selata
n 

Kabupaten Siak 

Barat Kabupaten Bengkali, kota Dumai 

 
 

b. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 
 

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan dan Desa 
 

 
 
 

c. Pertumbuhan Ekonomi 

 
Gambar 4.4 Peta Kawasan Migas di 

Kabupaten Kepulauan Meranti 
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Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Meranti pada tahun 2009 

yaitu sebesar 6,59 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 berkisar 

7,34 persen. PDRB per kapita dan pendapatan regional per kapita 

tahun 2009 mengalami peningkatan. Atas dasar harga berlaku, PDRB 

per kapita tahun 2008 sebesar Rp 20,67 juta menjadi Rp 24,43 juta 

pada tahun 2009. Atas dasar harga konstan 2000, PDRB per kapita 

tahun 2009 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 6,13 juta pada 

tahun 2008 menjadi Rp 6,46 juta pada tahun 2009. Nilai ekspor di 

Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Desember 2009 mencapai 

US$10.759.426. Nilai ekspor tersebut hanya dari Pelabuhan 

Selatpanjang. Nilai impor di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 

2009 sampai dengan saat ini mencapai mencapai US$ 155.313 

melalui pelabuhan Selatpanjang. 

d. Sumber Daya Alam 

 
Gambar 3.4 Peta Kawasan Hutan Tanaman Industri di 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

 
 

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya 

alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa 
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minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau 

Padang. Di kawasan ini, telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A 

di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu 

produksi 8500 barel/hari.Selain minyak bumi, juga ada gas bumi 

sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan 

penggunaannya dimulai 2011–2020. 

Di sektor Non MIgas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 

potensi beberapa  jenis  perkebunan  seperti sagu  (Metroxylon  sp) 

dengan produksi 440.309 ton/tahun (2006), kelapa: 50.594,4      

ton/tahun, karet :  17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 

1.685,25 ton/tahun. Sementara di sektor kelautan dan perikanan 

dengan hasil tangkapan:  2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada 

potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan 

energi. 

e. Perdagangan 
 

Pohon Sagu/Metroxylon sago Meranti merupakan daerah 

penghasil sagu terbesar di Indonesia Survei potensi industri dan 

perdagangan pada sektor industri mikro kecil terakhir kali dilakukan 

pada kabupaten yang memiliki empat pulau besar itu yakni Pulau 

Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi 

menyebutkan industri rumah tangga hampir merata terdapat disetiap 

kecamatan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Kondur_Petroleum_S.A&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PT_Kondur_Petroleum_S.A&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sagu(Metroxylon_sp)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa
https://id.wikipedia.org/wiki/Karet
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohon_Sagu_/_Metroxylon_sago&action=edit&redlink=1
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Sebagian besar industri rumah tangga itu terdapat di Kecamatan 

Tebing Tinggi dengan jumlah 234 unit usaha, kemudian disusul 

Kecamtan Rangsang Barat 114 unit usaha, Kecamatan Rangsang 109 

unit usaha, Kecamatan Merbau 38 unit usaha dan Kecamatan Tebing 

Tinggi Barat 37 unit usaha. Usaha yang digeluti itu antara lain 

anyaman tikar pandan, atap rumbia, pembuatan tempe, makanan 

ringan, arang, perabotan rumah tangga, batu bata, batako, pembuatan 

perahu/sampan, kopra, tepung sagu, mie sagu, sagu rendang, dan kopi. 

Sebagian produk dari industri rumah tangga itu juga dipasarkan ke luar 

daerah, seperti Batam, Cirebon bahkan sampai ke Negeri jiran 

Malaysia dan Singapore dalam bentuk industri hulu. 

f. Perikanan 

 
Masyarakat Kepulauan Meranti, khususnya daerah pesisir 

pantai Pulau Rangsang memiliki ketergantungan tinggi terharap 

produk- produk perikanan hal itu sebagai produk yang 

diperdagangkan lokal sebagai sumber pemasukan pendapatan bagi 

masyarakat setempat. Setidaknya terdapat spesies ikan yang telah 

dikenal sebagai ikan tangkapan masyarakat. Di antara ikan spesies 

yang dikenal ditangkapan masyarakat juga merupakan ikan komsumsi 

yang dikenal luas dan diperdagangan di restoran-restoran besar baik di 

Riau maupun  luar Riau, antara lain Baung,  Patin,  Selais dan Toman. 

Ikan-ikan tersebut sangat potensial untuk dibudidaya sebagai alternatif 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Rangsang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Rangsang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Baung
https://id.wikipedia.org/wiki/Baung
https://id.wikipedia.org/wiki/Selais
https://id.wikipedia.org/wiki/Selais
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mata pencaharian masyarakat Meranti khususnya masyarakat Pulau 

Rangsang. 

D. Informan 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 43 orang yang terdiri 10 orang 

Pemilik Kapal dan 30 orang sebagai Nelayan atau Pekerja, 1 Pakar Ekonomi, 1 

Kepala Desa dan 1 Tokoh Agama. 

Tabel 3.2 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerja Sama  

 

Berdasarkan tabel 3.2 data pemilik kapal yang melakukan kerja sama 

pada penangkapan ikan sebanyak 10 orang. Lama bekerjasama dimulai dari 6 

tahun sampai dengan 20 tahun lamanya dengan menggunakan alat tangkap 

Gumbang. 

 

 

 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Bunoi Pemilik Kapal 20 Tahun Gumbang 

2 Koan  Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

3 Acuan Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

4 Idrus Pemilik Kapal 6 Tahun Gumbang 

5 Latip Pemilik Kapal 17 Tahun Gumbang 

6 Aheng Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

7 Endi Pemilik Kapal 15 Tahun Gumbang 

8 Andi Pemilik Kapal 8 Tahun Gumbang 

9 Lempad  Pemilik kapal 7 tahun Gumbang 

10 Aaho   Pemilik kapal 8 tahun Gumbang 
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Tabel 3. 3 Data Nelayan Yang Melakukan Kerja Sama 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Rusli Nelayan  20 Tahun Gumbang 

2 Bujang Nelayan 18 Tahun Gumbang 

3 Mul Nelayan 18 Tahun Gumbang 

4 Ketar Nelayan 6 Tahun Gumbang 

5 Nizam Nelayan  17 Tahun Gumbang 

6 Sikin Nelayan 18 Tahun Gumbang 

7 Yanto Nelayan 15 Tahun Gumbang 

8 Samsul Nelayan 15 Tahun Gumbang 

9 Aan Nelayan  7 tahun Gumbang 

10 Lan Nelayan 6 tahun Gumbang 

11 Ujang Nelayan 6 tahun Gumbang 

12 Fahmi Nelayan 6 tahun Gumbang 

13 Asan Nelayan  20 Tahun Gumbang 

14 Indra  Nelayan 17 Tahun Gumbang 

15 Kamal Nelayan 18 Tahun Gumbang 

16 Afan Nelayan 6 Tahun Gumbang 

17 Lim Nelayan  17 Tahun Gumbang 

18 Adnan Nelayan 18 Tahun Gumbang 

19 Jai  Nelayan 15 Tahun Gumbang 

20 Yahya Nelayan 18 Tahun Gumbang 

21 
Wira 

Nelayan  6 tahun Gumbang 

22 
Rudi 

Nelayan 20 Tahun Gumbang 

23 
Sahrul 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

24 
Kandar 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

25 
Safar 

Nelayan 6 Tahun Gumbang 

26 
Awi 

Nelayan 15 tahun Gumbang 

27 
Iswandi 

Nelayan 8 tahun Gumbang 
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Berdasarkan tabel 3.3 data nelayan yang melakukan kerjasama dalam 

penangkpan ikan sebanyak 30 orang. Lama bekerjasma dimulai pada 6 tahun 

sampai dengan 20 tahun dengan menggunakan alat tangkap gumbang. 

 

Tabel 3.4 Data Kepala Desa, Pakar Ekonomi dan Tokoh Agama 

 

Berdasarkan tabel 3.4 terdapat 3 informan yang akan diwawancarai 

oleh peneliti yaitu, Bapak Efendi selaku Kepala Desa, Bapak Surip selaku 

Pakar Ekonomi, dan bapak H.Zulkifli selaku Tokoh Agama. 

Tabel 3.5 Data Informan Yang di Wawancara 

 

28 
Bahari 

nelayan 8 tahun Gumbang 

29 
Edi 

nelayan 8 tahun Gumbang 

30 
Nan 

nelayan 8 tahun Gumbang 

No Nama Status Umur 

1 Efendi Kepala Desa 55 Tahun 

2 Surip, SE, MM Pakar Ekonomi 57 Tahun 

3 H. Zulkifli, S. Pd Tokoh Agama 37 Tahun 

No Nama Status 

1 Efendi Kepala Desa 

2 Surip, SE, MM Pakar Ekonomi 

3 H. Zulkifli, S. Pd Tokoh Agama 

4 Bunoi Pemilik kapal 

5 Koan Pemilik kapal 

6 Acuan Pemilik kapal 

7 Idrus Pemilik kapal 

8 Latif Pemilik kapal 

9 Aheng Pemilik kapal 
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Berdasarkan tabel 3.5 data informan yang akan peneliti wawancara 

terdapat 23 orang, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang pakar ekonomi, 1 orang 

tokoh agama, 10 orang pemilik kapal dan 10 orang nelayan. 

Tabel 3.6 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan 

Kerjasama Lebih Dari 10 Tahun 

 

 

Berdasarkan tabel 3.6 terdapat 6 orang pemilik kapal yang sudah 

10 Endi Pemilik kapal 

11 Andi Pemilik kapal 

12 Lempad Pemilik kapal 

13 Aaho Pemilik kapal 

14 Bujang Nelayan  

15 Samsul Nelayan 

16 Rusli Nelayan 

17 Asan Nelayan 

18 Indra Nelayan 

19 Lim Nelayan 

20 Nan Nelayan 

21 
Wira 

Nelayan 

22 
Sahrul 

Nelayan 

23 
Awi 

Nelayan 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Bunoi Pemilik Kapal 20 Tahun Gumbang 

2 Koan  Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

3 Acuan Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

4 Latip Pemilik Kapal 17 Tahun Gumbang 

5 Aheng Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

6 Endi Pemilik Kapal 15 Tahun Gumbang 
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melakukan kerjasama dalam penangkapan ikan lebih dari 10 tahun lamanya. 

Pemilik kapal tersebut menggunakan alat tangkapnya menggunakan gumbang. 

Tabel 3.7 Data Nelayan Yang Melakukan Kerjasama 

Lebih Dari 10 Tahun 

 

 

Berdasarkan tabel 3.7 terdapat 26 nelayan yang sudah melakukan 

kerjasama penangkapan ikan. Lama bekerja sana dimulai dari 15 tahun sampai 

dengan 20 tahun. Nelayan tersebut menggunakan alat tangkap gumbang.  

 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Rusli Nelayan  20 Tahun Gumbang 

2 Bujang Nelayan 18 Tahun Gumbang 

3 Mul Nelayan 18 Tahun Gumbang 

5 Nizam Nelayan  17 Tahun Gumbang 

6 Sikin Nelayan 18 Tahun Gumbang 

7 Yanto Nelayan 15 Tahun Gumbang 

8 Samsul Nelayan 15 Tahun Gumbang 

13 Asan Nelayan  20 Tahun Gumbang 

14 Indra  Nelayan 17 Tahun Gumbang 

15 Kamal Nelayan 18 Tahun Gumbang 

17 Lim Nelayan  17 Tahun Gumbang 

18 Adnan Nelayan 18 Tahun Gumbang 

19 Jai  Nelayan 15 Tahun Gumbang 

20 Yahya Nelayan 18 Tahun Gumbang 

22 
Rudi 

Nelayan 20 Tahun Gumbang 

23 
Sahrul 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

24 
Kandar 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

26 
Awi 

Nelayan 15 tahun Gumbang 
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Tabel 3.8 Data Pemilik Kapal Yang Melakukan Kerjasama 

Kurang Dari 10 Tahun 

  

 

Berdasarkan tabel 3.8 data pemilik kapal yang melakukan kerjasama 

dalam penangkapan ikan kurang dari 10 tahun terdapat 4 orang dengan 

menggunakan alat gumbang. 

 

Tabel 3.9 Data Nelayan Kapal Yang Melakukan Kerjasama 

Kurang Dari 10 Tahun 

 

 

Berdasarkan tabel 3.9 data nelayan yang melakukan kerjasama kurang 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Idrus Pemilik Kapal 6 Tahun Gumbang 

2 Andi Pemilik Kapal 8 Tahun Gumbang 

3 Lempad  Pemilik kapal 7 tahun Gumbang 

4 Aaho   Pemilik kapal 8 tahun Gumbang 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Ketar Nelayan 6 Tahun Gumbang 

2 Aan Nelayan  7 tahun Gumbang 

3 Lan Nelayan 6 tahun Gumbang 

4 Ujang Nelayan 6 tahun Gumbang 

5 Fahmi Nelayan 6 tahun Gumbang 

6 Afan Nelayan 6 Tahun Gumbang 

7 
Wira 

Nelayan  6 tahun Gumbang 

8 
Safar 

Nelayan 6 Tahun Gumbang 

9 
Iswandi 

Nelayan 8 tahun Gumbang 

10 
Bahari 

Nelayan 8 tahun Gumbang 

11 
Edi 

Nelayan 8 tahun Gumbang 

12 
Nan 

Nelayan 8 tahun Gumbang 
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dari 10 tahun terdapat 12 nelayan dengan menggunakan alat gumbang.  

Tabel 3.10 Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan 

Kerjasama Bagi Hasil Harian 

 

 

Berdasarkan tabel 3.10 data pemilik kapal dan nelayan yang 

melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil harian terdaoat 

4 pemilik kapal dan 12 nelayan yang menggunakan alat tangkap gumbang.  

 

 

 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Rusli Nelayan  20 Tahun Gumbang 

2 Bujang Nelayan 18 Tahun Gumbang 

3 Mul Nelayan 18 Tahun Gumbang 

4 Ketar Nelayan 6 Tahun Gumbang 

5 Nizam Nelayan  17 Tahun Gumbang 

6 Sikin Nelayan 18 Tahun Gumbang 

7 Yanto Nelayan 15 Tahun Gumbang 

8 Samsul Nelayan 15 Tahun Gumbang 

9 Aan Nelayan  7 tahun Gumbang 

10 Lan Nelayan 6 tahun Gumbang 

11 Edi Nelayan 8 Tahun Gumbang 

12 Nan Nelayan 8 Tahun Gumbang 

13 Bunoi Pemilik Kapal 20 Tahun Gumbang 

14 Koan Pemilik Kapal 17 Tahun Gumbang 

15 Acuan  Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

16 Aaho  Pemilik Kapal  6 Tahun Gumbang 
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Tabel 3.11  Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan 

Kerjasama Bagi Hasil 50%:50% 

 

 

Berdasarkan tabel 3.11 data pemilik kapal dan nelayan yang 

melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil 50%:50% 

terdaoat 3 pemilik kapal dan 9 nelayan yang menggunakan alat tangkap 

gumbang.  

Tabel 3.12  Data Pemilik Kapal dan Nelayan Yang Melakukan 

Kerjasama Bagi Hasil 60%:40% 

 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Ujang Nelayan 6 tahun Gumbang 

2 Fahmi Nelayan 6 tahun Gumbang 

3 Asan Nelayan  20 Tahun Gumbang 

4 Indra  Nelayan 17 Tahun Gumbang 

5 Kamal Nelayan 18 Tahun Gumbang 

6 Afan Nelayan 6 Tahun Gumbang 

7 Lim Nelayan  17 Tahun Gumbang 

8 Adnan Nelayan 18 Tahun Gumbang 

9 Jai  Nelayan 15 Tahun Gumbang 

10 Idrus Pemilik Kapal 6 Tahun Gumbang 

11 
Latip 

Pemilik Kapal 17 Tahun Gumbang 

12 
Aheng 

Pemilik Kapal 18 Tahun Gumbang 

No Nama Status Lama 

Berkerjasama 

Alat 

Tangkap 

1 Endi Pemilik Kapal 15 Tahun Gumbang 

2 Andi Pemilik Kapal 8 Tahun Gumbang 

3 Lempad  Pemilik kapal 7 tahun Gumbang 
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Berdasarkan tabel 3.12 data pemilik kapal dan nelayan yang 

melakukan kerjasama penangkapan ikan pada sistem bagi hasil 40%:60% 

terdaoat 3 pemilik kapal dan 9 nelayan yang menggunakan alat tangkap 

gumbang. 

E. Jenis dan Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian ini, jenis dan sumber data yang 

digunakan meliputi data-data yang konkrit. sumber data tergolong menjadi 

dua bagian yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata atau 

tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari 

subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi 

data, data primer yang digunakan peneliti adalah dari wawancara dan 

hasil observasi yang dilakukan terhadap Shaibul Al-mal (pemilik 

modal/toke) dan Mudharib (pengelola modal/nelayan). 

4 Yahya Nelayan 18 Tahun Gumbang 

5 
Wira 

Nelayan  6 tahun Gumbang 

6 
Rudi 

Nelayan 20 Tahun Gumbang 

7 
Sahrul 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

8 
Kandar 

Nelayan 18 Tahun Gumbang 

9 
Safar 

Nelayan 6 Tahun Gumbang 

10 
Awi 

Nelayan 15 tahun Gumbang 

11 
Iswandi 

Nelayan 8 tahun Gumbang 

12 
Bahari 

nelayan 8 tahun Gumbang 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat 

dimanfaatkan. Dalam      penelitian ini diantaranya adalah berbentuk buku-

buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan 

dokumen dokumen resmi, surat-surat, catatan harian, cendera mata, 

laporan dan lembaga terkait dengan penelitian.  

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam 

penelitian, karna dalam penelitian adalah mengumpulkan data.
87

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk menanyakan 

pendapat informan mengenai suatu keadaan tertentu. Berdasarkan hal-hal 

tertentu peneliti dapat menanyakan hal yang sangat mendasar dan 

bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan.  

2. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat sistematik. Dengan demikian 

observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah 

penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan nelayan yang 

untuk mencocokan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada. Dalam 

                                                           
87

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Cet ke 14, (Alfabeta, bandung: 2009), hlm. 402 
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hal ini peneliti sebagai pengamat yang berperan mengamati secara 

langsung dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu, observasi juga 

dimaksudkan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan.  

G. Teknik analisis data  

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data 

kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang 

terkumpul dari wawancara mendalam, catatan penelitian, lapangan, hasil 

observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, 

bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif kualitatif, kategorisasi 

dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Adapun 

aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yaitu sebagai berikut: 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection).  

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum 

terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang di lihat dan di dengar 

direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang 

sangat banyak dan sangat bervariasi.88 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi Data (Data Reduction), Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih, mengurangi, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi.89 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian Data (Data Display) setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif 

penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, 

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

                                                           
88Melky Guslow, Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi 

Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa) (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016), hlm. 12 
88Sugiyono, Metode, hlm. 167 
89Ibid., hlm. 167 
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mudah difahami. Penelitian kualitatif juga mengunakan penyajian yang ada 

dalam penelitian kuantitatif namun Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut. 

merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian- penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, 

jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

4. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung, singkatnya, makna- makna yang muncul dari data 

yang lain harus diuji kebenarannya, kekohonannya dan kecocokannya yakni 

yang merupakan                 validitasnya.  Tahap Penarikan Kesimpulan {conclusion 

drawing/verification), Langkah ketiga dalam analisis data kulitatif menurut 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Penarikan 

kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah 

difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan 
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mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan 

relevansidan konsistensinyaterhadap judul, tujuan dan perumusan masalali 

yang ada. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpiilan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (dapat dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu  obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap 

terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data 

yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini 

sebaiknya telah memutuskan anara data yang mempunyai makna dengan 

data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses 
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dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain 

yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus 

dipisahkan. Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan 

menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi 

yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.  

 

Tahap pengambilan 

kesimpulan 

Mengecek data dari 

pengaruh peneliti 

Mengecek represntativenes 

atau keterwakilanh data  

Membuat 

perbandingan atau 

mengkontraskan 

Melakukan pembobotan bukti 

dari sumber data-data yang dapat 

dipercaya. 

 

Mengecek melalui 

triangulasi. 

Menggunakan kasus ekstrim yang 

direalisasi dengan memaknai data 

negatif 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data data yang diperoleh dari 

dalam penelitian maka, sebagaimana penutupan pembahasan atas permasalahan 

dalam tesis ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Bagi hasil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 3 

jenis pembagian yaitu sistem gaji harian, 50%:50% dan 60%:40%. Hasil 

sistem bagi hasil harian penghasilan per orang nelayan sekitar Rp 900.000 

– Rp 1.200.000. Hasil sistem bagi hasil 50%:50% penghasilan per orang 

nelayan sekitar Rp 1.666.000 – Rp 2.500.000.  Hasil sistem bagi hasil 

60%:40% penghasilan per orang nelayan sekitar Rp 1.060.000 – Rp 

3.200.000. 

2. Pelaksanaan sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mensejahterakan 

nelayan sesuai menurut Ekonomi Syariah di Kabupaten Kepulauan Meranti, 

berdasarkan beberapa rukun mudharabah yang telah disebutkan maka 

dapat dikatakan bahwa rukun akad mudharabah antara pemilik   kapal dan 

nelayan telah terpenuhi dan dikatagorikan dengan Mudharabah 

Muqayyadah, kemudian beberapa syarat syirkah yang telah disebutkan 

maka dapat dikatakan bahwa syarat akad nelayan juga mengunakan akad 

Syirkah dengan dikatagorikan akad Syirkah amwal inan  antara pemilik 

kapal dan nelayan telah terpenuhi.  

Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagai 
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berikut: 

Pertama, sistem gaji harian dinilai dari keadilan sosial, keadilan ekonomi 

dan keadilan pendapatan bagi para nelayan belum sepenuhnya terpenuhi 

karena pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan belum mencukupi untuk 

kebutuhannya dan hasil tersebut sudah dapat dikatagorikan tingkat 

kesejahteraan III dengan ketentuan Kriteria kesejahteraan III (1) Tingkat 

Pendapatan (jumlah pendapatan per bulan), (2) Tingkat Pengeluaran 

(Jumlah pengeluaran perbulan), (3) Tingkat Pendidikan (jenjang pendidikan 

yang ditamatkan), (4) Keadaan Tempat Tinggal,(5) Fasilitas Tempat 

Tinggal, dan (6) Status Kepemilikan Rumah.  

Kedua, pada bagi hasil 50%:50% dinilai dari keadilan sosial, keadilan 

ekonomi dan keadilan pendapatan bagi para nelayan sudah terpenuhi untuk 

menjesahterakan nelayan karna dalam pembagian hasil 50%:50% nelayan 

tidak mengeluarkan modal usaha dan pembagian hasilnya pun dinilai adil 

dan standar hidup layak sebagaimana kebutuhannya dan hasil tersebut sudah 

dapat dikatagorikan tingkat kesejahteraan II dengan ketentuan: Kriteria 

kesejahteraan II (1) Tingkat Pendapatan (jumlah pendapatan per bulan), (2) 

Tingkat Pengeluaran (Jumlah pengeluaran perbulan), (3) Tingkat 

Pendidikan (jenjang pendidikan yang ditamatkan), (4) Keadaan Tempat 

Tinggal,(5) Fasilitas Tempat Tinggal, dan (6) Status Kepemilikan Rumah.  

Ketiga, dalam pembagian hasil 60%:40% dinilai dari keadilan sosial, 

keadilan ekonomi dan keadilan pendapatan bagi para nelayan belum 

sepenuhnya terpenuhi karna dalam pembagian hasilnya 40% untuk nelayan 
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dari hasil tersebut dibagi menjadi menjadi 3 bagian, namun hasil tersebut 

sudah dapat dikatagorikan standar hidup layak sebagaimana kebutuhannya 

dan hasil tersebut sudah dapat dikatagorikan tingkat kesejahteraan II dengan 

ketentuan: Kriteria kesejahteraan II (1) Tingkat Pendapatan (jumlah 

pendapatan per bulan), (2) Tingkat Pengeluaran (Jumlah pengeluaran 

perbulan), (3) Tingkat Pendidikan (jenjang pendidikan yang ditamatkan), 

(4) Keadaan Tempat Tinggal,(5) Fasilitas Tempat Tinggal, dan (6) Status 

Kepemilikan Rumah..  

B. Saran  

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat penulis, maka penulis 

hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

tujuan untuk menanmbah wawasan dan pengatahuan yaitu: 

1. Untuk pemilik Kapal dan nelayan hasil penelitian ini diharapkan        dapat 

sebagai pengatahuan mengenai sistem bagi hasil sesuai syariat Islam 

sehingga dapat mensejahterakan nelayan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan 

dengan objek dan sudut pandang yang lebih komplek sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya tentang 

bagi hasil penangkapan ikan. 
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PANDUAN WAWANCARA KEPADA PEMILIK KAPAL 

 

 
1. Sudah berapa lama bapak kerja sebagai pemilik kapal? 

2. Apakah akad yang disepakati dalam kerjasama yang bapak dilakukan ? 

3. Apakah sistem bagi hasil yang bapak lakukan selama ini secara tertulis atau dalam 

suatu perjanjian hitam diatas putih yang mengikat? 

4. Sebagai pemilik kapal dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan 

dalam kerjasama ini? 

5. Apakah menurut bapak sebagai pemilik kapal kerjasama yang bapak jalankan 

sudah adil dan menguntungkan? 

6. Bagaimana pembagian hasil keuntungan penangkapan ikan yang bapak lakukan? 

7. Jika terjadi kerugian apakah bapak yang menanggung sepenuhnya? 

8. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil yang disepakati? 

9. Berapakah nisbah bagi hasil yang di tetapkan dalam kerjasama ini?  

10. Apakah menurut bapak sistem bagi hasil yang disepakati selama ini sudah                  

transparan ? 

11. Apakah pembagian hasil dari kerjasama dalam usaha yang dilakukan sudah 

sesuai dengan batas waktu yang disepakati? 

12. Apakah berakhirnya perjanjian kerjasama di tentukan di dalam akad? 

13. Sebagai pemilik kapal apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama 

yang bapak dilakuakan mampu memenuhi kebutuhan dan pendidikan keluarga 

bapak? 

14. Menurut bapak apakah penghasilan bapak  dalam kerjasama bagi hasil antara 

pemilik kapal dan nelayan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

keluarga bapak?  

15. Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini bisa mensejahterakan nelayan bapak?  

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA NELAYAN 

 

1. Sudah berapa lama bapak kerja sebagai nelayan? 

2. Apakah akad yang disepakati dalam kerjasama yang bapak dilakukan ? 

3. Apakah batas waktu kerjasama di tentukan di dalam akad? 

4. Apakah sistem bagi hasil yang bapak lakukan selama ini secara tertuli atau dalam 

suatu perjanjian hitam diatas putih yang mengikat? 

5. Sebagai nelayan, dalam bentuk apa saja modal usaha yang anda berikan dalam 

kerjasama ini ? 

6. Apakah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian yang 

disebabkan oleh kelalaian bapak ditanggung oleh bapak sendiri sebagai nelayan? 

7. Apakah menurut bapak  sebagai nelayan kerjasama yang dijalankan sudah dirasa 

adil dan menguntungkan? 

8. Apakah biaya-biaya pengeluaran dalam melaut diambil dari keuntungan yang 

didapatkan ? 

9. Bagaimana jika kerusakan kapal tersebut di akibatkan oleh kesalahan ataupun 

kelalaian bapak sebagai nelayan ? 

10. Apakah keuntungan yang didapat dalam kerjasama di ketahui secara jelas ? 

11. Apakah nisbah bagi hasil di dalam kerjasama ini di sepakati bersama dan 

menguntungkan anda tanpa menguntungkan sebelah pihak? 

12. Apakah anda sudah merasa puas dengan sistem pembagian hasil yang disepakati 

dalam kerjasama ini ? 

13. Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam hal pembagian hasil, atau tidak  

sesuai dengan batas waktu yang disepakati? 

14. Sebagai nelayan apakah penghasilan yang diperoleh dari sistem kerjasama yang 

dilakukan mampu memenuhi kebutuhan  dan pendidikan keluarga bapak? 

15. Apakah Kerjasama ini sudah bisa mensejahterakan bapak? 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA PAKAR EKONOMI  

 

1. Bagaimana akad sistem bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan 

di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut pendapat bapak?  

2. Akad apa saja yang dipakai oleh pemilik kapal dan nelayan dalam melakukan 

sistem bagihasil penangkapan ikan?  

3. Apakah sistem bagihasil yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam 

menurut bapak? 

4. Menurut bapak apakah sah jika kerja sama yang dilakukan para pemilik kapal 

dengan nelayan tanpa adanya hitam diatas putih? 

5. Apakah menurut bapak masyarakat yang melakukan kerja sama penangkapan ikan 

sudah dikatagorikan dalam mensejahterakan nelayan dan pemilik kapal?  

6. Bagaimana peran bapak terhadap kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan 

nelayan? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA 
 

 

 

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat bapak, yaitu pemilik kapal dan 

nelayan dalam melakukan kerja sama sistem bagi hasil? 

2. Apakah pemilik kapal dan nelayan sudah melaporkan dirinya dalam melakukan 

sistem bagi hasil?  

3. Apakah pemilik kapal dan nelayan yang melakukan kerjasama sistem bagi hasil 

dilindungi oleh hukum jika terjadi konflik antara kedua belah pihak? 

4. Bagaimana peran dan penyelesaian jika terjadi konflik antara pemilik kapal dan 

nelayan jika terjadi konflik?  

5. Bagaimana peran aparat desa dalam mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan 

oleh masyarakat bapak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA TOKOH AGAMA 

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya Kerjasama sistem bagi hasil penangkapan 

ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Apakah sistem bagi hasil harian, 50%:50% dan 40%:60% boleh dilakukan? 

3. Bolehkah pemilik kapal dan nelayan melakukan Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan 

dengan perundingan lisan saja tanpa ada perjanjian yang mengikat? 

4. Menurut bapak secara agama, adakah ayat yang menjelaskan tentang Kerjasama berhasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 


